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ABSTRAK 

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN 

KONFLIK AGRARIA (STUDI KASUS KONFLIK ANTARA PT. 

ARARA ABADI DAN MASYARAKAT DESA KOTO PAIT 

BERINGIN KECAMATAN TALANG MUANDAU 

KABUPATEN BENGKALIS) 

 

OLEH: 

DIAN OKTAVIANI 

12070523321 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuan Peran Pemerintah Daerah Dalam 

Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. Arara Abadi dan 

Masyarakat Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten 

Bengkalis. Dan mengetahui faktor penghambat penyelesaian konflik agraria. Teori 

yang digunakan adalah teori Irawan dkk (2023). Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 

pemerintah daerah, khususnya Kecamatan Talang Muandau, telah berupaya aktif 

berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan konflik. Hal ini 

terlihat dari banyaknya pertemuan mediasi yang diselenggarakan dan upaya untuk 

melibatkan berbagai pihak terkait. Meskipun telah berupaya, namun peran 

pemerintah daerah masih memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan anggaran, 

sumber daya manusia, dan kapasitas institusi menjadi kendala dalam mencapai 

penyelesaian yang efektif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah cenderung lebih 

fokus pada upaya mediasi sebagai solusi utama, tanpa mempertimbangkan opsi lain 

seperti arbitrase atau pengadilan. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia 

di pemerintah daerah menjadi penghambat utama dalam penyelesaian konflik. 

Sejarah konflik yang panjang, tumpang tindih klaim atas lahan, dan kompleksitas 

masalah hukum menjadi faktor eksternal yang memperumit penyelesaian konflik. 

 

Kata kunci: Peran, Pemerintah Daerah, Konflik Agraria 
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ABSTRACT 

THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN RESOLVING 

AGRARIAN CONFLICTS (A CASE STUDY OF THE CONFLICT 

BETWEEN PT. ARARA ABADI AND THE PEOPLE OF KOTO 

PAIT BERINGIN VILLAGE, TALANG MUANDAU DISTRICT, 

BENGKALIS REGENCY) 

By:  

DIAN OKTAVIANI  

12070523321 

This study aims to investigate the role of local government in resolving agrarian 

conflicts (a case study of the conflict between PT. Arara Abadi and the people of 

Koto Pait Beringin Village, Talang Muandau District, Bengkalis Regency) and to 

identify the factors hindering the resolution of agrarian conflicts. Irawan et al.'s 

theory (2023) was used as the theoretical framework. The research method 

employed was descriptive qualitative. Data collection techniques involved 

observation, interviews, and documentation. The results showed that the local 

government, particularly Talang Muandau District, has actively attempted to act 

as a mediator and facilitator in resolving the conflict. This is evident from the 

numerous mediation meetings held and efforts to involve various related parties. 

Despite these efforts, the role of the local government still has several limitations. 

Limited budget, human resources, and institutional capacity have hindered the 

achievement of effective and sustainable solutions. The local government tends to 

focus more on mediation as the primary solution, without considering other options 

such as arbitration or litigation. Limited budget and human resources at the local 

government level are the main obstacles in resolving the conflict. The long history 

of conflict, overlapping land claims, and the complexity of legal issues are external 

factors that complicate the resolution of the conflict. 

Keywords: Role, Local Government, Agrarian Conflict 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Peran pemerintah daerah semakin sentral dalam mengatur kehidupan 

masyarakat terutama dengan negara yang menganut sistem negara kesehjateraan 

(walfare state). Peran pemerintah yang semakin sentral dalam mengatur kehidupan 

warga masyarakat ini, diperlukan pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah sendiri 

merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas 

pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

 Kepemilikan atas tanah menjadi salah satu permasalahan penting yang patut 

menjadi perhatian bersama dikarenakan hal tersebut memiliki arti mendasar bagi 

kehidupan manusia yang tentunya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kultural, 

lingkungan, ekonomi, dan juga politik di masyarakat. Tanah sebagai salah satu 

sumber kehidupan hadir sebagai faktor produksi, ruang hidup, serta aset yang 

sangat bernilai guna menunjang kehidupan individu maupun kelompok. Karena 

sangat krusialnya tanah dan hak atas tanah, sehingga kemudian hal tersebut juga 

menjadi sumber permasalahan yang rentan menimbulkan konflik antara individu 

maupun kelompok.  

 Permasalahan hak atas tanah sejak masa kolonial hingga hari ini telah 

menjadi permasalahan yang tidak lepas dari kita sehingga sangat mudah menjadi 

pemicu ketegangan dan menjadi faktor penyebab melebarnya kesenjangan sosial 
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ekonomi di masyarakat. Di awal kemerdekaan, guna menyelesaikan permasalahan 

agraria warisan kolonial dan feodal maka diperkenalkanlah Konsep Reforma 

Agraria yang juga berdasar kepada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan 

bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” karena 

dipercaya bahwa rakyat terutama para petani membutuhkan tanah untuk digarap 

dan juga dilindungi oleh negara guna memperkuat fondasi ekonomi secara nasional 

serta mengentaskan masalah kesenjangan sosial ekonomi yang ada untuk 

kemakmuran rakyat. Cita-cita tersebut kemudian melahirkan Undang-undang No. 

5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai dasar untuk 

redistribusi tanah secara merata kepada rakyat Indonesia seluruhnya. 

 Konflik agraria sendiri masih menjadi permasalahan yang serius di 

Indonesia. Berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), jumlah 

konflik agraria di Indonesia sepanjang tahun 2022 mencapai 212 kasus, meningkat 

4 kasus dibandingkan tahun 2021 dengan jumlah 207 konflik. Luas wilayah 

terdampak konflik agraria tahun 2022 mencapai 1,03 juta hektar dan berdampak 

terhadap lebih dari 346.000 keluarga. Sementara itu, hingga bulan September 2023, 

Komnas HAM telah mencatat sebanyak 692 kasus konflik agraria. Jumlah ini setara 

dengan 4 kasus per hari yang dilaporkan ke Komnas HAM. 

 Pada tahun 2020 menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 

Provinsi Riau menempati posisi pertama dalam jumlah konflik agraria di Indonesia 

dengan 29 kasus, yang melibatkan lahan seluas 60.339 hektar 
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 Data terkini pada tahun 2023, terjadi 16 kejadian konflik agraria di Riau, 

dengan luas lahan yang terdampak mencapai 60.955 hektare dan melibatkan 

sekitar 6.992 kepala keluarga. Berikut jumlah kasus sengketa tanah di Kabupaten 

Bengkalis. 

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Sengketa Tanah Kabupaten Bengkalis 

Tahun Jumlah Kasus Sengketa 

Tanah 

Kasus Selesai Kasus Belum 

Selesai 

2020 5 3 2 

2021 8 4 4 

2022 9 5 4 

2023 6 3 3 

Sumber: Badan Pertanahan Kabupaten Bengkalis (2023) 

 Salah satu konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Bengkalis adalah 

konflik lahan antara salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, 

terutama Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit yaitu PT. 

Arara Abadi dengan Masyarakat Desa Koto Pait Beringin Di Kecamatan Talang 

Muandau Kabupaten Bengkalis. 

 Pada tahun 1996 Menteri Kehutanan RI mengeluarkan Surat Keputusan 

(SK) Nomor : 743/kpts-II/1996 tentang Izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman 

Industri (HPHTI) seluas 299.975 hektare (Ha) kepada PT. Arara Abadi di Provinsi 

Riau meliputi beberapa Kabupaten/Kota di Riau yaitu Kabupaten Kampar, 

Kabupaten Bengkalis dan Kota Pekanbaru, setelah adanya pemekaran Provinsi 
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Riau izin ini masuk pada beberapa Kabupaten baru yakni: Kabupaten Rokan Hilir, 

Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.  

 Kebijakan pemberian izin oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bengkalis dalam produksi Hutan Tanaman Industri (HTI) inilah yang 

menjadi awal mula konflik antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Desa Koto 

Pait Beringin. Masyarakat mengaku tanah seluas kurang lebih 300 ha yang 

termasuk dalam kawasan konsensi perusahaan adalah wilayah ulayat mereka yang 

telah dikelola secara turun temurun sejak tahun 1960-an. 

 Dengan dikeluarkanya surat Kemenhut keberadaan masyarakat di tanah itu 

berangsur mulai terusik dan terusir. Saat itu orang-orang tua terdahulu tidak tahu 

harus mengadu kemana, maka mereka hanya bisa pasrah melihat tanahnya digarap 

bertahun-tahun dan ditanami akasia oleh PT. Arara Abadi. Lalu, masyarakat yang 

berasal dari keluarga dan keturunan orang-orang tua mereka terdahulu terus 

berusaha merebut kembali tanah mereka. 

 Hingga pada Kamis 18 Desember 2008 terjadi bentrokan fisik dan 

pengusiran paksa masyarakat yang menempati areal konsensi PT. Arara Abadi. Hal 

ini disebabkan masyarakat membangun pondok-pondok tempat tinggal dan 

mengelola kawasan bersengketa tersebut sebagai tempat untuk bercocok tanam. 

Perusahan melakukan upaya eksekusi pondokan dan lahan, dikarenakan 

pendudukan lahan tersebut ilegal sebab masyarakat tidak memiliki surat-surat 

kepemilikan yang sah sedangkan PT. Arara Abadi memegang hak konsensi 

perusahaan.  
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 Masyarakat meminta agar PT Arara Abadi mengakui hak ulayat masyarakat 

atas tanah tersebut dan menghentikan segala bentuk aktivitas di atas tanah yang 

disengketakan. Sedangkan pihak perusahaan mengatakan bahwa apabila 

masyarakat ingin mendapatkan kembali tanah mereka, mereka seharusnya 

mengurus tanah tersebut kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

 Pada tanggal 1 Juli 2018 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

mengeluarkan Lampiran Keputusan Nomor AHU-0009068.AH.01.07.Tahun 2018 

Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Buluh 

Tolang. Dengan ini luas lahan yang didapatkan oleh masyarakat hanya seluas 25 

ha. Berikut adalah pemetaan konflik agraria antara PT. Arara Abadi dan Tani Buluh 

Tolang: 
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Table 1.2 Pemetaan Konflik Agraria Antara PT. Arara Abadi Dan Kelompok 

Tani Buluh Tolang 

 

 

No Pemetaan Konflik PT. Arara Abadi Kelompok Tani Buluh 

Tolang Desa Koto Pait 

Beringin 

1 Luas Tanah 299.975 ha 300 ha (tanah yang di 

sengketakan) 

25 ha (tanah yang di 

dapatkan Kelompok Tani 

Buluh Tolang) 

2 Dokumen 

kepemilikan tanah 

Surat Keputusan Menteri 

Kehutanan No. 743/Kpts-

II/1996 tanggal 25 

November 1996 

Lampiran Keputusan 

Nomor AHU-

0009068.AH.01.07.Tahun 

2018 Tentang Pengesahan 

Pendirian Badan Hukum 

Perkumpulan Kelompok 

Tani Buluh Tolang 

3 Asal mula terjadi 

konflik 

PT Arara Abadi mengklaim 

bahwa lahan tersebut telah 

dibebaskan dari masyarakat 

Talang Muandau. Dengan 

dikeluarkannya Surat 

Keputusan Menteri 

Kehutanan No. 743/Kpts-

II/1996 tanggal 25 

November 1996. Namun, 

masyarakat menolak klaim 

tersebut 

PT Arara Abadi mengklaim 

bahwa tanah yang 

diusahakan masyarakat 

masuk ke dalam areal 

konsesi perusahaan. 

Namun, masyarakat asli 

tempatan mengaku sudah 

mengelola tanah tersebut 

secara tradisional dan turun 

temurun sejak tahun 1960 

silam. 

4 Usulan penyelesaian 

konflik 

PT Arara Abadi 

mengusulkan agar 

masyarakat mengurus tanah 

tersebut kepada Mentri 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan 

• Masyarakat meminta agar 

PT Arara Abadi mengakui 

hak ulayat masyarakat atas 

tanah tersebut dan 

menghentikan segala 

bentuk aktivitas di atas 

tanah yang disengketakan. 

 

Sumber: Abdul Hadi (Sekretaris Kelompok Tani Buluh Tolang) 

Wawancara: Sabtu, 2 Desember 2023  
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 Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, urusan-urusan pemerintahan 

dibagi berdasarkan tugas dan juga kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. Adapun persoalan agraria/pertanahan dari segi pemerintah pusat, menjadi 

kewenangan utama dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional (ATR/BPN) yang diberi wewenang berupa menangani urusan 

agraria/pertanahan, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

17 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian 

Kasus Pertanahan. 

 Pemerintah   daerah   merupakan   pemerintah yang menjalankan  tugas  

serta  tanggung  jawab, dalam   hal   mengurus   sistem   pemerintahan   dan keadaan  

kehidupan  di  dalam  daerah  lingkungan kewenangannya.  Maka setiap pemerintah 

daerah yang terbagi memiliki tugas atau ranah,dalam mengatur dan mengurus 

kehidupan pemerintahan, yang   dilandaskan   pada   segala   peraturan   dan undang-

undang   yang   berlaku.   Oleh   karena   itu ketika menjalankan pemerintahan, 

setiap pemerintah dibagi kedalam berbagai tugas dan kewenangannya masing-

masing.  

 Salah satu bentuk peran dan tugas pemerintah yaitu  memberikan  pelayanan  

kepada  masyarakat salah  satunya  dalam  hal  mengurus  berbagai  hal mengenai  

pertanahan.  Sesuai dengan aturan yang tertulis dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 

1960 dalam pasal 2 tertulis bahwa “bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan 

alam yang terkandung didalamnya  itu  pada  tingkatan  tertinggi  dikuasai oleh 
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Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Dapat dilihat bahwa hak 

menguasai tanah ada   pada   negara, sehingga   ketentuan   tersebut hendak 

menjelaskan bahwa pemerintah pusat ialah pemegang kekuasaan atas tanah. 

 Berdasarkan hal tersebut pemberian mengenai kewenangan dalam hal atau 

urusan pertanahan oleh pemerintah daerah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor   

23   Tahun   2014   Tentang   Pemerintahan Daerah.  Menurut undang-undang ini  

dijelaskan dalam  pasal  11  ayat  (1)  “Urusan  pemerintahan konkuren  

sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9 ayat (3)  yang  menjadi kewenangan  

Daerah terdiri atas   Urusan   Pemerintahan   Wajib   dan   Urusan Pemerintahan 

Pilihan”. Kemudian pasal 12 ayat (2) huruf d. Pertanahan.  

 Menurut peraturan diatas, menjelaskan bahwa urusan dalam bidang 

pertanahan, bukan hanya merupakan  kewenangan  pemerintah  pusat  namun dapat  

juga  didesentralisasikan  kepada  pemerintah daerah.  Pasal 2 ayat (4) UUPA “Hak 

menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada 

daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar 

diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut 

ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”. Undang- undang pokok agraria 

mengatur secara jelas bahwa pemerintah daerah  dapat  mengatur  dan  bertugas 

dalam lingkup pertanahan.  

 Tugas pembantuan atau (medebewind) menurut Pasal 1 ayat (11), adalah 

penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan 

sebagian urusan pemerintahan yang menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat  atau  

dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan 
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sebagian urusan pemerintahan  yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Maka 

dilihat juga dari asas memperkuat bahwasannya pemerintah daerah, dalam 

pelimpahan wewenang maupun tugas  pembantuan  telah  diatur secara  sah oleh 

undang-undang dan peraturan lainnya.  

 Selain itu atas pengaturan menurut undang-undang tersebut, maka   

diperjelas lagi dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang 

Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 6 ayat (1) Pemerintahan daerah 

provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota  mengatur  dan  mengurus urusan   

pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan   

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya.  

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) dicantumkan urusan oleh pemerintah daerah, 

yang dalam Pasal 7 ayat (2) huruf r. Pertanahan. 

 UUD  1945 khususnya ketentuan yang mengatur pemerintahan daerah.  

Pasal 18 ayat (2) mengatur   bahwa   pemerintah   daerah   provinsi, kabupaten, dan 

kota mengatur sendiri dan mengurus pekerjaan Pemerintah menurut asas otonomi 

dan tugas penunjang atau pembantuan. Ayat (5) mengatur bahwa pemerintah   

daerah mempunyai otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang    

menurut undang-undang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Kewenangan  

pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada kewenangan daerah sebagaimana 

dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  huruf  a  UUPA, khususnya  kewenangan    

untuk    mengatur dan mengurus  penggunaan dan penyediaan tanah di daerah yang   

bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal  14, ayat 2 UUPA meliputi 
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pengembangan wilayah, lahan pertanian  dan  non pertanian  sesuai  dengan  kondisi  

masing-masing daerah. 

 Berdasarkan segala undang-undang maupun peraturan yang telah  

dijelaskan  diatas, penulis hendak mengkaji lebih mendalam  mengenai bagaimana  

peran pemerintah daerah dalam hal pertanahan. Secara khusus dalam upaya 

penanggulangan atau penyelesaian sengketa yang menyangkut dengan tanah.  

Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan     

bahwa pekerjaan pemerintahan meliputi pekerjaan pemerintahan mutlak atau 

absolut pekerjaan serta urusan pemerintahan konkuren, dan pekerjaan   

pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah peraturan yang    

berkaitan dengan bentuk pemerintahan sebenarnya yang kini berada di bawah 

tanggung jawab dan wewenang langsung pusat. Pemerintahan konkuren   

merupakan   ranah   atau urusan yang terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat 

dan pemerintah  provinsi,  baik  tingkat  kota maupun kabupaten.  

 Hal tersebut telah dijelaskan secara jelas dan dicatat dalam lampiran UU 

Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan pada huruf J dan di dalamnya terdapat pembagian 

urusan pemerintah di bidang pertanahan yang tertulis dalam 9 (sembilan) sub 

bagian   yang   terbagi   antara   pemerintah   pusat, daerah provinsi, dan daerah    

kabupaten/kota. Sembilan  sub  bagian  tersebut  meliputi:  (1)  izin lokasi;  (2)  

pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum;  (3)  sengketa  lahan  pertanian  atau  

tanah garapan;  (4)  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah untuk pembangunan; (5) 

subjek, objek redistribusi tanah beserta ganti kerugian tanah kelebihan tanah 

maksimum  dan  tanah  absentee;  (6)  tanah  ulayat; (7) tanah kosong; (8) izin 
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membuka tanah; dan (9) penggunaan  tanah.  Selain itu, ada tiga sub bagian yang 

tidak menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu lahan  kosong,  urusan  tanah  

ulayat,  dan  izin pembukaan lahan. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 

2004 secara spesifik telah menetapkan kewenangan penyelesaian sengketa   

pertanahan, yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu: (1) penyelesaian 

sengketa pertanahan; (2) menyelesaikan masalah ganti  rugi  dan  ganti  rugi lahan 

untuk pembangunan; dan (3) menyelesaikan permasalahan lahan kosong. 

Penyelesaian sengketa lahan garapan dan penyelesaian persoalan ganti rugi lahan 

untuk pembangunan berada pada tingkat pemerintah, sedangkan kewenangan 

penyelesaian persoalan lahan kosong hanya berada pada kewenangan tingkat 

provinsi dan kabupaten/kota.   

 Hal tersebut menimbulkan berbagai pandangan terkait bagaimana 

sebenarnya peran pemerintah, khususnya pemerintah daerah selaku pengambil 

kebijakan dalam menangani konflik agraria di daerah. Termasuk dalam beberapa 

kasus konflik agraria yang berkepanjangan bahkan menimbulkan korban jiwa. 

Seperti konflik lahan antara PT. Arara Abadi dan masyarakat Desa Koto Pait 

Beringin. Dimana berdasarkan kriteria lokasi, penggunaan, manfaat atau dampak 

dan juga penggunaan sumber daya dalam lingkup kabupaten/kota menjadi salah 

satu kewenangan dari pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bengkalis.  
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 Sejak dibentukknya Kelompok Tani Buluh Tolang pada tahun 2018, 

terhitung sudah enam kali dilakukan musyawarah sebagai upaya penyelesaian 

konflik PT. Arara Abadi dan masyarakat Koto Pait Talang Muandau. 

 Musyawarah pertama dilakukan di Hotel Pangeran Pekanbaru pada hari 

Kamis 30 Agustus 2018, pertemuan pembahasan konflik antara Gapoktan Desa 

Melibur, Desa Koto Pait Beringin dan Desa Tasik Tebing Serai dengan PT. Arara 

Abadi, yang dihadiri oleh Kasubdit Pemetaan Konflik Direktorat PKTHA, Balai 

PSKL Wilayah Sumatra, BPKH Wilayah XIX Pekanbaru, BPHP Wilayah III 

Pekanbaru, Dinas LHK Provinsi Riau, UPTD KPH Mandau, Koordinator 

Gapoktan, Kepala Desa Melibur, Kepala Desa Koto Pait Beringin, dan Kepala Desa 

Tasik Tebing Serai, dengan hasil rapat sebagai berikut: 

1. Masyarakat Desa Melibur, Desa Koto Pait Beringin dan Desa Tasing Tebing 

Serai harus melengkapi dan mengadministrasi pengeduan disertai sejarah 

kronologi permasalahan dan data anggota yang dilengkapi nomor KTP dan 

nomor KK, serta luasan dan peta lokasi areal klaim. 

2. Direktorat PKTHA akan menindaklanjuti pengaduan tersebut setelah data 

pada nomor 1 (satu) di atas diterima dari masyarakat. 

3. Direktorat PKTHA akan menelaah peta klaim masyarakat terhadap peta 

kawasan hutan Provinsi Riau dan areal perizinan dengan melibatkan Dinas 

LHK Provinsi Riau, BPKH Wilayah XIX, BPHP Wilayah III Pekanbaru, 

UPTD KPH Mandau, serta menelaah data kependudukan dengan 

melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis. 
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4. Penyelesaian konflik ini akan ditindaklanjuti melalui Program Perhutanan 

Sosial berdasarkan hasil telaah data dan kesepakatan para pihak, atau 

alternatif lain sesuai peraturan yang berlaku. 

  Musyawarah kedua yang dilakukan di Kantor Desa Koto Pait Beringin pada 

hari Rabu 1 Mei 2019 yang dilakukan oleh Kepala Desa Koto Pait Beringin dan 

Camat Talang Muandau. Namun, dalam musyawarah ini tidak menemui 

kesepakatan anata PT. Arara Abadi dan masyarakat Talang Muandau. 

  Musyawarah ketiga yang dilakukan di Aula Kantor Camat Talang Muandau 

oleh Camat Talang Muandau, Kepala Desa Koto Pait Beringin, Danramil, Polsek 

Pinggir, Pihak Kelompok Tani dan Pihak PT. Arara abadi pada 22 September 2020, 

namun tidak menemui kesepakatan antara PT. Arara Abadi dan Kelompok Tani  

  Musyawarah keempat, dilakukan di Aula Kantor Camat Talang Muandau 

dilaksanakan oleh Kepala Desa Koto Pait Beringin dan Camat Talang Muandau, 

pada 24 September 2020, Sedangkan hasil rapat pada hari itu adalah: 

a. Kedua belah pihak sama-sama menahan sampai permasalahan dapat 

diselesaikan bersama dengan FORKOPIMCAM, PKH Mandau dan BPKH 

wilayah XIX 

b. Agar sama-sama tidak mengelola lahan yang seluas lebih kurang 300 Ha, 

sesuai dengan permohonan pelepasan lahan masyarakat oleh perkumpulan 

kelompok tani Awang Ambi dan Buluh Tolang 

  Musyawarah kelima dilakukan di lahan Kelompok Tani Buluh Tolang pada 

hari Senin, 19 September 2022 yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Koto Pait 
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Beringin dan Camat Talang Muandau. Hasil musyawarah akan dilanjutkan esok 

hari yaitu 20 September 2022 

  Musyawarah keenam dilaksanakan di Kantor Camat Talang Muandau pada 

hari Selasa, 20 September 2022 yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Koto Pait 

Beringin dan Camat Talang Muandau. Hasil musyawarah adalah sebagai berikut: 

a. Saat ini ada lahan seluas 25 Ha yang di kuasai oleh kelompok masyarakat 

berdasarkan surat pernyataan penyerahan tanah kebun yang ditanda tangani 

pada tanggal 03 Juli 1965 yang mana saat ini berada didalam izin konsesi 

perusahaan PT. Arara Abadi.  

b. Dari lahan 25 Ha tersebut, terdapat lahan yang sudah ditanami pohon sawit 

oleh kelompok masyarakat.  

c. Perusahaan menyepakati lahan yang akan di garap oleh perusahaan adalah 

lahan belukar.  

d. Dalam hal ini kelompok tani dan perusahaan bersepakat untuk saling 

menjaga lahan yang sudah di garap agar terhindar dari kebakaran hutan dan 

lahan. 
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Tabel 1.3 Tahap Penyelesaian Konflik Agaria antara PT. Arara Abadi Dan Kelompok Tani Buluh 

Tolang 

No Tahap Pelnye lle lsaian 

Konflik 

Meldiator Hasil 

1 Mulsyawarah I 

 

Dilakulkan di Hotell 

Pange lran Pelkanbarul pada 

hari Kamis, 30 Agulstuls 

2018 

Dire lktulr 

PKTHA 

(Pe lnanganan 

Konflik 

Telnulrial dan 

Hultan Adat) 

Ke lme lntrian 

LHK 

a. Masyarakat Desa Melibur, Desa Koto Pait Beringin dan Desa Tasing Tebing 

Serai harus melengkapi dan mengadministrasi pengeduan disertai sejarah 

kronologi permasalahan dan data anggota yang dilengkapi nomor KTP dan 

nomor KK, serta luasan dan peta lokasi areal klaim. 

b. Direktorat PKTHA akan menindaklanjuti pengaduan tersebut setelah data pada 

nomor 1 (satu) di atas diterima dari masyarakat. 

c. Direktorat PKTHA akan menelaah peta klaim masyarakat terhadap peta 

kawasan hutan Provinsi Riau dan areal perizinan dengan melibatkan Dinas 

LHK Provinsi Riau, BPKH Wilayah XIX, BPHP Wilayah III Pekanbaru, 

UPTD KPH Mandau, serta menelaah data kependudukan dengan melibatkan 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis. 

d. Penyelesaian konflik ini akan ditindaklanjuti melalui Program Perhutanan 

Sosial berdasarkan hasil telaah data dan kesepakatan para pihak, atau alternatif 

lain sesuai peraturan yang berlaku. 

 

2 Mulsyawarah II 

 

Dilakulkan di Lapangan 

Kantor Delsa Koto Pait 

pada hari Rabu l, 1 Me li 

2019 

a. Ke lpala Delsa 

Koto Pait 

Beringin 

b. Camat Talang 

Mulandaul 

Tidak melne lmuli ke lselpatan antara PT. Arara Abadi dan Kellompok Tani 

3 Mulsyawarah III 

 

Dilakulkan di Aulla Kantor 

Camat Talang Mulandau, 

pada 22 September 2020 l 

a. Ke lpala Delsa 

Koto Pait 

Beringin 

b. Camat Talang 

Mulandaul 

Tidak melne lmuli ke lselpatan antara PT. Arara Abadi dan Kellompok Tani 

4 Musyawarah IV  

 

Dilakukan di Aula Kantor 

Camat Talang Muandau 

pada tanggal 24 

September 2020 

a. DLHK 

b. Camat Talang 

Muandau 

c. Kepala Desa 

Koto Pait 

Beringin 

 

a. Kedua belah pihak sama-sama menahan sampai permasalahan dapat 

diselesaikan bersama dengan FORKOPIMCAM, PKH Mandau dan BPKH 

wilayah XIX 

b. Agar sama-sama tidak mengelola lahan yang seluas lebih kurang 300 Ha, sesuai 

dengan permohonan pelepasan lahan masyarakat oleh perkumpulan kelompok 

tani Awang Ambi dan Buluh Tolang.  
 

5 Mulsyawarah V  

 

Dilakulkan di lahan 

Ke llompok Tani Bullulh 

Tolong pada hari Selnin, 

19 Se lpte lmbe lr 2022 

a. Ke lpala Delsa 

Koto Pait 

Beringin 

b. Camat Talang 

Mulandaul  

c. Danramil 

d. Polse lk 

Hasil meldiasi akan dilanjultkan e lsok harinya tanggal 20 Selpte lmbelr 2022 

6 Mulsyawarah VI 

 

Dilakulkan di Kantor 

Camat Talang Mulandaul 

pada hari Se llasa, 20 

Se lpte lmbelr 2022 

 

a. Ke lpala Delsa 

Koto Pait 

Beringin 

b. Camat Talang 

Mulandaul 

c. Tokoh Adat 

d. Danramil 

e. Polse lk 

Pinggir 

a. Saat ini ada lahan sellulas 25 Ha yang di ku lasai ole lh ke llompok masyarakat 

be lrdasarkan sulrat pelrnyataan pelnye lrahan tanah kelbuln yang ditanda tangani 

pada tanggal 03 Julli 1965 yang mana saat ini belrada didalam izin konselsi 

pe lrulsahaan PT. Arara Abadi. 

b. Dari lahan 25 Ha telrse lbult, te lrdapat lahan yang suldah ditanami pohon sawit olelh 

ke llompok masyarakat. 

c. Pe lrulsahaan melnye lpakati lahan yang akan di garap ole lh pe lrulsahaan adalah 

lahan bellulkar. 

d. Dalam hal ini kellompok tani dan pelrulsahaan belrse lpakat ulntulk saling melnjaga 

lahan yang suldah di garap agar telrhindar dari ke lbakaran hultan dan lahan. 

 

Sulmbe llr: Dokumen Kepengurusan Kelompok Tani (2 De llse llmbe llr 2023) 
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 Pe lraturan Pelme lrintah Nolmolr 38 tahun 2007 me lmbelrikan we lwe lnang kelpada 

pe lmelrintah daelrah prolvinsi, kabupateln atau kolta selbagai lelmbaga nelgara yang 

be lrkeldudukan di daelrah agar dapat be lrpelran untuk melnye llelsaikan kolnflik 

pe lrtanahan yang ada di wilayah dan di daelrah masing-masing. Selbe lnarnya 

Pe lraturan Pelmelrintah ini bukanlah satu-satunya pelraturan yang melngatur 

pe lmbahagian welwe lnang diantara pelmelrintah pusat dan pelmelrintah daelrah. 

Se lbe llum pelraturan ini ditelrbitkan selbagai pe lraturan pellaksana telntunya sudah lelbih 

dahulu ditelrbitkan pelraturan yang lelbih tinggi belrupa Undang-Undang Dasar dan 

juga undang-undang oltolnolmi daelrah.  

 Pe lraturan Pelmelrintah Nolmolr 38 Tahun 2007 Telntang Pe lmbagian Urusan 

Pe lmelrintahan Antara Pelmelrintah, Pelmelrintahan selsuai Dae lrah Prolvinsi, dan 

Pe lmelrintahan Daelrah Kabupateln/Kolta melmbelrikan we lwe lnang antara lain:  

a. Welwe lnang pe lrtama adalah melnye llelsaikan kolnflik pelrtanahan 

apabila telrjadi selngke lta tanah garapan di kabupateln atau kolta  

b. Ke lwe lnangan melne lrima dan melngkaji pe lngaduan tanah garapan, 

melne lliti dan melngkaji olbjelk dan subjelk se lngke lta;  

c. Me llakukan pelncelgahan telrhadap melluasnya dampak selngkelta tanah 

garapan; 

d. Me llakukan kelolrdinasi delngan instansi te lrkait untuk melneltapkan 

langkah-langkah pelnanganannya;  
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e. Me lmfasilitasi musyawarah antara para pihak yang belrse lngkelta 

untuk melndapatkan kelse lpakatan diantara melre lka. 

 Olle llh karelna itu, belrdasarkan relalitas kolndisi yang digambarkan, pelne lliti 

telrtarik untuk melakukan penelitian telrkait hal tersebut delngan melngangkat judul: 

“Peran Pe lmelrintah Daelrah dalam Pelnye llelsaian Kolnflik Agraria (Studi Kasus 

Kolnflik Antara PT. Arara Abadi dan Masyarakat Delsa Koltol Pait Belringin 

Ke llcamatan Talang Muandau Kabupateln Bengkalis)”. 

1.2. Rumusan Masalah  

  Dari latar belllakang masalah tellrse llbult, maka pellnullis mellnarik pellrulmulsan 

masalah sellbagai bellrikult:  

1. Bagaimana pellran pellmellrintah daellrah dalam ulpaya pe llnyelllellsaian kolnflik 

agraria antara PT. Arara Abadi dan masyarakat Dellsa Koltol Pait Belringin 

Ke llcamatan Talang Mulandaul Kabulpatelln Be llngkalis? 

2. Apa saja faktolr pe llnghambat pellnye lllellsaian kolnflik agraria antara PT. Arara 

Abadi dan masyarakat Dellsa Koltol Pait Belringin Kellcamatan Talang 

Mulandaul Kabulpatelln Bellngkalis? 

1.3 Tujuan Penelitian  

  Tuljulan yang ingin dicapai dalam pelllaksanaan pellne lllitian ini adalah:  

1. Ulntulk mellnge lltahuli pe llran pellme llrintah dae llrah dalam pellnyellle llsaian kolnfik 

agraria antara PT. Arara Abadi dan masyarakat Dellsa Koltol Pait Belringin 

Ke llcamatan Talang Mulandaul Kabulpatelln Be llngkalis 
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2. Ulntulk mellnge lltahuli faktolr pe llnghambat pellnye lllellsaian kolnflik agraria antara 

PT. Arara Abadi dan masyarakat Dellsa Koltol Pait Belringin Ke llcamatan 

Talang Mulandaul Kabulpatelln Be llngkalis 

1.4 Manfaat Penelitian   

  Pe llne lllitian yang baik adalah pellnelllitian yang mellmiliki tuljulan dan manfaat. 

Adapuln Manfaat yang ingin dicapai ollellh pe llnullis adalah sellbagai bellrikult:  

1. Manfaat Tellolritis  

a. Se llbagai sulmbangan bagi ilmul pellnge lltahulan.  

b. Se llbagai bahan rellfellre llnsi ulntulk pellne lllitian se lllanjultnya.  

c. Se llrta hasil pellnelllitian ini diharapkan dapat mellmbellrikan kolnstribulsi 

tellrhadap pellrke llmbangan ilmul-ilmul yang bellrkaitan dellngan 

pe llnyellle llsaian kolnflik pellrtanahan yang ada di indolne llsia.  

2. Manfaat Praktis  

a. Se llcara praktis, bahwa pellne lllitian ini adalah sellbagai sulmbangan 

pe llmikiran bagi ilmul pellnge lltahulan dalam bidang agraria ataul puln 

pe llrtanahan, dan julga agar pellmellrintah mellnge llrti akan tulntultan sellrta 

mellnyadari pellntingnya pellrlindulngan hulkulm tellrhadap hak- hak tanah 

masyarakat.  

3. Hasil pellne lllitian ini diharapkan dapat mellmbe llri jalan kelllular tellrhadap 

pe llmellrintah ulntulk me llnyellle llsaikan pellrmasalahan yang timbull ataul yang 

dihadapi dalam pellrmasalahan pellrtanahan khulsulsnya mellnge llnai kolnflik 

agraria (Stuldi Kasuls Kolnflik Antara PT. Arara Abadi dan Masyarakat Dellsa 

Koltol Pait Belringin Kellcamatan Talang Mulandaul Kabulpatelln Be llngkalis) 
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1.5 Sistematika Penulisan 

  Se llcara garis bellsar pe llnullisan ini akan dipaparkan dalam ellnam polkolk 

pe llmbahasan (BAB) dari masing-masing bab ini di bagi dalam bellbe llrapa sulb-sulb 

be llrikult ini: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini mellnje lllaskan mellnge llnai latar belllakang, rulmulsan masalah, 

tuljulan pe llnelllitian, manfaat pellne lllitian, sellrta siste llmatika pellnullisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini mellnjelllaskan mellnge llnai landasan tellolri yang bellrkaitan dellngan 

pe llmbahasan masalah yang ditellliti. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini dijelllaskan mellnge llnai pendekatan dan jenis penelitian, lolkasi 

penelitian, jenis dan sumber data, informan penelitian, tellknik pellngulmpullan 

data, dan teknik analisis data 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum Desa Koto Pait Beringin 

dan PT. Arara Abadi 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan dari dilakukannya 

penelitian yang menjadi jawaban dari permasalahan yang diteliti.  
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BAB VI : PENUTUP 

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari hasil akhir dilakukannya 

penelitian 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Peran Pemerintah  

 Semua individu di dalam berkehidupan masyarakat berkontribusi pada 

sistem komunitas, dan mereka membentuk subsistem yang mendasari sistem yang 

ada. Individu dalam masyarakat tentu saja, individu memainkan berbagai peran, 

tergantung pada tuntutan sistem yang memaksa mereka untuk mengambil tindakan 

dan peran hidup mereka. Hidup yaitu hubungan interpersonal dalam suatu 

kelompok tertentu kadangkalah melibatkan pola baik dalam interaksi formal 

maupun informal. Suatu sistem pola yang telah dianut oleh anggota kelompok 

mastarakat untuk berinteraksi dalam sosiologi dan antropologi disebut institusi. 

Menurut Koentjaranigrat, orang yang mempuanyai andil dalam hal ini biasanya 

beranggapan dirinya memiliki tempat tertentu dalam status sosial tertentu, dan 

perilakunya dibentuk oleh norma-norma umum. Status merupakan faktor penting 

bagi perusahaan yang mencoba menganalisis masyarakat. Perilaku seseorang dalam 

posisi tertentu disebut peran sosial. Langkah-langkah yang dipilih diharapkan dapat 

mengurangi permasalahan yang ada dan tersebar luas di kalangan masyarakat. 

 Peran memiliki kaitan yang erat dengan pemilik jabatannya, dan memiliki 

hubungan yang erat dengan keduanya. Adakalahnya status memerlukan suatu peran 

tertentu. Semakin sulit peran yang dimainkan, maka semakin tinggi pula posisinya 

dalam masyarakat. Sebaliknya, semakin sedikit peran yang Anda miliki, semakin 
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rendah status dan status Anda di arena publik. Peran didefinisikan sebagai: Pola 

perilaku yang diharapkan dari seseorang dengan posisi atau status tertentu dalam 

suatu organisasi. Peran ini juga diikuti oleh kebutuhan masyarakat yang telah 

mengamanahkan kepada individu dengan status tertentu. Ekspektasi orang terhadap 

posisi tertentu secara langsung atau tidak langsung memberi tekanan pada pelaku 

peran yang dimaksud.  

 Peran adalah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi, dan 

antropologi, dan ada banyak teori, arah, dan disiplin ilmu yang berbeda. Teori peran 

berbicara tentang konsep peran yang dapat digunakan dalam dunia teater dimana 

seorang aktor dituntut untuk memerankan tokoh tertentu dalam teater dan 

diharapkan dapat bertindak dengan percaya diri dalam kapasitasnya sebagai tokoh 

tersebut. Posisi aktor dalam teater sesuai dengan posisi manusia dalam masyarakat, 

dan keduanya sama. Peran ditentukan oleh karakterisasi yang dilakukan oleh 

seorang aktor di atas panggung drama.  

 Dalam kehidupan bermasyarakat kami mendefinisikan peran sebagai fungsi 

yang dilakukan ketika seseorang mengambil posisi dalam struktur sosial. 

Keistimewaan aktor adalah batasan yang ditetapkan oleh aktor lain yang kebetulan 

baik dalam penampilan/peran. Persepsi adalah pengetahuan tentang bagaimana 

seharusnya seseorang berperilaku, yaitu pemahaman atau persepsi tentang pola 

perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut. 
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2.1.1 Pemerintah.  

 Asal kata pemerintah yaitu dari kata command yang memiliki arti 

memerintah melakukan sesuatu, kata pemerintah diartikan yakni tindakan dalam 

arti usaha, urusan-urusan dan sebutan lainnya dalam pemerintahan. Sedangkan 

pengertian lain memberikan penjelasan bahwa pemerintah adalah jabatan atau 

aparatur dalam struktur tatanan politik. Selain itu, peran pemerintah juga 

merupakan bentuk organisasi yang memenuhi dan melaksanakan tugas mengatur 

sistem pemerintahan dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan oleh Negara menetapkan konsekuensi dari berakhirnya hubungan. 

Sengketa perburuhan antara karyawan dan karyawan perusahaan jika masalah 

pemutusan hubungan kerja tidak diselesaikan dengan kesepakatan bersama antara 

pihak yang terlibat.  

 Adapun peran penting pemerintah dalam pengembangan hubungan sosial 

atau hubungan masyrakat, antara lain sebagai berikut:  

1. Pemerintah yang berperan sebagai regulator. Adapun peran pemerintah 

adalah menyusun arahan untuk menstabilkan pemeliharaan pembangunan 

dengan mengeluarkan peraturan. Pemerintah sebagai regulator, maka salah 

satu perannya adalah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai 

sarana untuk mengatur segala kegiatan pemberdayaan  

2. Pemerintah yang bertindak sebagai katalisator harus memimpin keterlibatan 

masyarakat ketika muncul jebakan dalam proses pembangunan untuk 

merangsang dan mempertahankan momentum pembangunan daerah. Peran 
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pemerintah adalah untuk memberikansaran dan bimbingan yang ditargetkan 

dan efektif. Biasanya, kami memberikan saran dan pelatihan melalui tim 

konsultan atau agensi tertentu.  

3. Negara sebagai mediator harus menciptakan kondisi kerangka kerja yang 

kondusif bagi pelaksanaan pembangunan jembatan untuk beberapa kota 

dalam rangka optimalisasi pembangunan daerah. Pemerintah terlibat 

sebagai perantarasehubungan dengan dukungan melalui pelatihan, 

pendidikan, dan pengembangan keterampilan dan sehubungan dengan 

pendanaan atau modal dengan memberikan dukungan modal kepada 

pemimpin komunitas yang memenuhi syarat. 

2.1.2 Peran Pemerintah  

 Sebelum membicarakan lebih banyak mengenai peran pemerintah, ada 

baiknya untuk membahas tentang fungsi Pemerintah sendiri, dalam hal ini 

Pemerintah Daerah. Fungsi Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 

32 tahun 2004 adalah sebagai berikut:  

a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut otonomi dan tugas pembantuan. 

b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang 

menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.  
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c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki 

hubungan dengan pemerintah pusat, dimana hubungan tersebut meliputi 

wewenang.  

 Dalam menjalankan fungsinya pemerintah daerah diberikan keleluasaan 

untuk mengatur daerahnya sendiri dalam berbagai urusan kecuali urusan pertahanan 

keamanan, moneter, kehakiman, hubungan luar negeri, dan agama. Kepala daerah 

dalam hal ini berperan sebagai alat daerah dan alat pemerintah pusat. Sebagai alat 

daerah tugasnya adalah menjalankan hak, kewenangan dan kewajiban pemerintah 

daerah; mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan; serta bersama-sama 

dengan DPRD membuat Anggaran Pendapatan Daerah atau Peraturan Daerah. 

Sedangkan sebagai alat Pemerintah Pusat Kepala Daerah mempunyai tugas untuk 

membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan 

yang ditetapkan pemerintah; melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang 

pembinaan persatuan bangsa; menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi 

vertikal dan horizontal dengan masing-masing daerah, baik dalam perencanaan 

maupun pelaksanaan; membimbing dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah; mengusahakan secara terus-menerus agar segala peraturan perundang-

undangan dan peraturan daerah dijalankan oleh Instansi Pemerintah dan Instansi 

Pemerintah Daerah serta pejabat yang ditugaskan; melaksanakan segala tugas 

Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepadanya; 

serta melaksanakan segala tugas pemerintah yang tidak termasuk tugas instansi 

lainnya. 
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 Peran pemerintah sesuai dengan fungsinya diantara yang lain yaitu:  

1. Perantara sebagai perantara, pemerintah daerah dapat mempercepat 

pembangunan dengan meningkatkan komitmen lingkungannya. Ini berarti 

mengidentifikasi area untuk meningkatkan proses dan layanan perizinan, 

dan memperketat regulasi dimensi spasial dalam pembangunan.  

2. Negosiasi yaitu dapat mengukur peran pemerintah dalam melakukan 

negosiasi. Alternatifnya, negosiator dapat dilihat melalui upaya mereka 

untuk mengidentifikasi masalah, mencari dan mengumpulkan informasi 

dari setiap perselisihan, dan sebagainya. 

3. Mediasi untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi apabila kedua pihak 

yang bersengketa sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator.  

 Peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya tanah tidak hanya 

melindungi fungsi dan nilai strategis masyarakat, tetapi juga menyediakannya 

untuk digunakan dan dieksploitasi sesuai dengan Pasal 33(3). Kekayaan alam yang 

terkandung dalam UUD 1945, “Bumi dan Air”, diurus oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini 

merupakan payung hukum tertinggi untuk mengakui hak masyarakat untuk 

mengakses berbagai sumber kekayaan yang ada di planet kita, seperti hutan, tanah, 

dan tanah. Dan, sebagaimana lebih jelas dinyatakan dalam UUPA No. 5 Tahun 

1960, Pasal 2 memberikan kejelasan tentang kekuasaan pemerintah untuk mengatur 

negara: 

1) Mengendalikan serta menyelenggarakan jadikan, pemanfaatan,  
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2) Penyediaan serta pemeliharaan bumi, air, serta ruang angkasa.  

3) Tentukan serta kelola ikatan antara orang- orang serta bumi, air, serta ruang 

angkasa  

4) Mengendalikan serta memutuskan jalinan hukum antara orang serta 

perbuatan hukum tentang bumi, air serta ruang angkasa. 

2.2 Konsep Agraria 

 Kolnse llp “agraria” tellrdapat dula ulnsulr yang saling mellngandaikan dalam 

ke llhadirannya yaitul ke llkayaan alami dan manulsia solsial. Ulnsulr pe llrtama (kellkayaan 

alami), kellmuldian dikellnal se llbagai sulmbe llr agraria, dapat disellbult julga se llbagai olbyellk 

agraria dan yang kelldula (manulsia so lsial) se llbagai sulbyellk agraria. Dalam kellse lllulrulhan 

pe llngellrtian agraria tellrse llbult “tanah” (land) mellmiliki polsisi se llntral, tidak lain karellna 

mellwadahi kellse lllulrulhan kellkayaan alami dan ke llhidulpan solsial yang ada.   

 Me llnulrult Chandra dan Arifin (2019) istilah agraria bellrasal dari kata akkellr 

(Be lllanda), agrol (Yulnani) yang bellrarti lahan pellrtanian, aggellr (latin) bellrarti tanah 

ataul se llbidang tanah, agrariuls (latin) bellrarti buldidaya, sawah, pellrtanian, agrarian 

(bahasa Inggris) yang bellrarti lahan pellrtanian. Di Kamuls Hulkulm Black’s Law 

Dictiolnary me llnyellbultkan bahwa arti dari agraris tellrkait dellngan tanah, ataul 

pe llmbagian ataul distribulsi tanah, sellbagai Hulkulm Agraria. Tanah adalah salah satul 

sulmbe llr daya alam yang amat pellnting bagi ke lllangsulngan hidulp manulsia, hulbulngan 

manulsia de llngan tanah tidak hanya se llkelldar te llmpat hidulp, te lltapi lellbih dari sellke lldar 

hulbulngan itul me lllainkan sellbagai su lmbellr daya bagi kelllangsulngan hidulp manulsia itul 

se llndiri. Apalagi di dulnia moldellrn se llkarang ini di mana pellrke llmbangan dan 
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pe llmbangulnan sangat cellpat tellrjadi, sellngke llta pellrtanahan selllalul ada dan mellnjadi 

fakta ataul bulkti kolnkrit yang tak tellrhindarkan dari masyarakat sellkarang ini. Tidak 

se llmula olrang mellnginginkan tellrlibat di dalam sulatul se llngke llta, akan telltapi tellrkadang 

se llngke llta tellrse llbult mellmang timbull dan te lllah mellnjadi sulatul faktolr yang haruls 

diantisipasi dan julga dihadapi. Selltiap sellngke llta tellrse llbult pellrlul diselllellsaikan, dan 

tellntulnya pellnye lllellsaian yang tellrbaik ialah dellngan cara pellrdamaian. Idellalnya 

pe llrdamaian tellrse llbult dicapai dellngan melllakulkan mulsyawarah ulntulk mellncapai sulatul 

win-win sollultioln. Namuln ke llnyataannya mellncapai kellse llpakatan pellrdamaian 

bulkanlah sellsulatul yang sellmuldah mellmbalikkan telllapak tangan.  

  Be llrdasarkan Pasal 1 (ayat 2,4,5,6) UlUlPA 1960 disimpullkan bahwa kolnse llp 

agraria mellnulnjulk pada bellragam olbye llk ataul sulmbe llr agraria bellrikult ini:  

a. Tanah, ataul “pellrmulkaan bulmi”, yang adalah moldal alami ultama dalam 

ke llgiatan pellrtanian dan pelltellrnakan. Pe lltani mellme llrlulkan tanah se llbagai lahan 

ulsaha tani dan pelltellrnak mellmellrlulkannya se llbagai padang rulmpult.  

b. Pe llrairan, baik di daratan maulpuln di laultan, me llrulpakan moldal alami ultama 

dalam kellgiatan pellrikanan (sulngai, danaul, dan lault). Pada dasarnya pe llrairan 

se llbagai arellna pellnangkapan ikan (fishing grolulnd) bagi kolmulnitas nelllayan.  

c. Hultan, kellsatulan flolra dan faulna dalam sulatul kawasan tellrtellntul, se llbagai 

moldal alami ultama dalam kellgiatan e llkolnolmi kolmulnitas-kolmulnitas 

pe llrhultanan. Kolmulnitas-kolmulnitas tellrse llbult hidulp dari pellmanfaatan 
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be llragam hasil hultan (kayul dan noln-kayul) mellnulrult tata kellarifan lolkal yang 

ada.  

d. Bahan tambang, mellncakulp bellragam bahan tambang/minellral yang 

tellrkandulng didalam "tulbu lh bulmi" (di bawah pellrmulkaan bulmi dan lault) 

antara lain minyak, gas, ellmas, bijih bellsi, timah, batul-batul mullia (intan, 

be llrlian, dan lain sellbagainya), folsfat, batul, dan julga pasir.  

e. Uldara, dalam arti “rulang diatas bulmi dan julga air” maulpuln matellri uldara 

(Ol2) itul se llndiri. Arti pe llnting matellri "uldara" se llbagai sulmbellr agraria sellmakin 

tellrasa be lllakangan ini, se lltelllah pollulsi uldara akibat asap (kellbakaran hultan, 

pabrik, kellndaraan bellrmoltolr) dan paparan aellrolsoll (dari mellsin pe llndingin, 

raculn ataulpuln kolsme lltika sellmprolt, dan lain sellbagainya) mellngganggul 

ke llnyamanan, kellamanan, dan kellse llhatan manulsia.   

 Se llcara garis bellsar sulbye llk agraria dapat dipilah kell dalam tiga kelllolmpolk 

solsial yaitul kolmu lnitas, pellmellrintah (rellprellse llntasi nellgara), dan pellrulsahaan swasta 

(privatell se llctolr). Masing-masing kelllolmpolk sulbye llk tellrse llbult dapat dipilah lagi kell 

dalam tiga ulnsulr yang saling tellrkait sellcara hirarkis: kolmulnitas mellncakulp ulnsulr-

u lnsulr individul, ke lllularga, dan kelllolmpolk; pe llmellrintah mellncaku lp ulnsulr-ulnsulr 

pe llmellrintah pulsat, pellme llrintah daellrah, dan pe llmellrintah dellsa; selldangkan pellrulsahaan 

swasta mellncaku lp ulnsulr-ulnsulr pe llrulsahaan kellcil, pellrulsahaan selldang, dan 

pe llrulsahaan bellsar. Se llcara khulsuls ke lllolmpolk pe llmellrintah julga tellrdiri dari badan ulsaha 
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(pe llrulsahaan) milik pellme llrintah (pulsat/daellrah) yang mellrulpakan salah-satul wuljuld 

dari olrganisasi-olrganisasi pellme llrintah. 

2.3 Kebijakan Agraria Di Indonesia 

 Me llnulrult Syahputra (2023) se llbelllulm ke lllularnya UlUlPA (Pe llratulran Polkolk 

Agraria) Nol. 5 Tahuln 1960, yang me llmbellrikan kellbe llbasan tanah, khulsulsnya dalam 

pasal 51 pasal 7 IS, dalam Stb 1872 Nol. 117 tellntang Rellcht Elligellndolm Agraria, 

khulsuls me llmbellrikan kellbellbasan elligellnde llm (hak   milik) kellpada olrang Indolne llsia.   

De llmikian   pulla   dellngan   hak istimellwa e lligellndolm yang tellrdapat di dalam bulkul II 

BW, namuln kellbe llbasan tellrse llbult tidak dibe llrikan kellpada olrang Indolnellsia. Maka 

de llngan dulalismell asas-asas yang me llngatulr te llntang kellbe llbasan tanah ulntulk 

mellnye llragamkannya, maka pada tanggal 24 Se llptellmbellr 1960 dike lllularkanlah 

Pe llratulran Polkolk Agraria Nol. 5 Tahuln 1960 tellntang Pellrioldikal Nellgara Nol. 104 

Tahuln 1960. 

 Ulndang-Ulndang Nolmolr 5 Tahuln 1960 be llrsifat patrioltik, ataul se lltidak-

tidaknya    dilaksanakan    sellcara    lulas    dimana    selllulrulh    masyarakat    Indolne llsia 

mellnggulnakan Ulndang-Ulndang Polkolk Agraria Nolmolr 5 Tahuln 1960-an.  Alasan 

u lmulm pellngatulran agraria yang direllncanakan dalam UlUlPA adalah se llbagai bellrikult: 

a. Wilayah Indolnellsia yang melllipulti bulmi, air, rulang angkasa, dan kellkayaan 

alam yang tellrkandulng di dalamnya adalah ke llsatulan ne llgara kellsatulan bangsa 

Indolne llsia yang tellrgabulng se llbagai nellgara Indolne llsia (pasal 1 UlUlPA). 

b. Bulmi, air, rulang angkasa dan kellkayaan alam yang tellrkandulng di dalamnya 

mellrulpakan karulnia Tulhan Yang Maha Ellsa kellpada rakyat Indolne llsia dan 

mellrulpakan ke llkayaan rakyat Indolne llsia. Kolnse llkule llnsinya adalah kelllimpahan 
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ini haruls dijaga dan dimanfaatkan u lntulk individul-individul yang 

be llrkellmbang dellngan baik (pasal 1, 2, 14 dan 15 UlUlPA). 

c. Ke lltellrkaitan antara nellgara Indolnellsia dellngan bulmi, air, rulang angkasa dan 

julga kellkayaan alam yang tellrkandulng di dalamnya bellrsifat abadi, sellhingga 

tidak ada yang dapat mellmilihnya (pasal 1 UlUlPA). 

d. Ne llgara sellbagai pellrsatulan ke llkulatan nellgara dan pellrse llolrangan Indolnellsia 

dibellri ke llduldulkan ulntulk me llngulasai bulmi, air, rulang angkasa dan julga 

ke llkayaan alam yang    tellrkandulng    di    dalamnya    ulntulk    se llbellsar-

be llsarnya    kellmakmulran pellrse llolrangan (pasal 2 UlUlPA). 

e. Ke llbe llbasan ullayat mellrulpakan kellistimellwaan jaringan rellgullasi standar 

dirasakan. Pellngangkultan itul dise llrtai de llngan syarat bahwa standar  

ke llbellbasan  itul  bellnar-bellnar  ada,  tidak  be llrbellntulran  dellngan  kellpe llntingan  

ulmulm  dan  julga pellratulran  se llrta pelldolman yang lellbih tinggi (pasal 3 

UlUlPA). 

f. Sulbje llk kellistimellwaan yang mellmpulnyai hulbulngan pellnulh de llngan bulmi, air, 

rulang angkasa, dan selllulrulh ke llkayaan alam yang tellrkandulng di dalamnya 

adalah pellnduldulk Indolne llsia tanpa mellmbelldakan antara ulnik dan tidak ulnik.  

Ulnsulr-ulnsulr hulkulm pada tingkat dasar tidak mellmiliki hulbulngan yang 

se llpe llnulhnya nolrmal yang tellrdapat di dalamnya (pasal 9, 21 dan 49 UlUlPA). 

g. Me llmbanguln landasan gu lna melllelltakkan sollidaritas dan kellse lldellrhanaan 

dalam pellngatulran tanah.  
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2.4 Konflik Agraria 

 Me llnulrult Messianik (2023) kolnflik tanah dapat diartikan sellbagai kolnflik 

yang disellbabkan hulbulngan antara olrang ataul kelllolmpolk yang tellrkait dellngan 

masalah bulmi dan se llmula ke llkayaan alam yang ada di pellrmulkaan dan di pellrult bulmi. 

Se llngke llta dan kolnflik tanah sellring digulnakan se llbagai padanan kata yang dianggap 

mellmiliki arti yang sama.  Namu ln, se llbe llnarnya kelldula istilah tellrse llbult mellmiliki 

karaktellristik yang bellrbe llda. 

 Me llnulrult Adiansah (2019) kolnflik agraria sellndiri mellrulpakan salah satul 

be llntulk kolnflik yang bellrkaitan dellngan tanah. Pada dasarnya tanah adalah asellt yang 

paling pellnting dalam ke llhidulpan masyarakat karellna tanah mellrulpakan sulmbe llr 

ke llhidulpan. Dalam nellgara agraris tanah mellrulpakan sulmbellr ultama dalam 

be llrproldulksi se llhingga dalam hak kellpellmilikan, hak gulna ulsaha, hak pakai, hak sellwa, 

hak mellmbulka tanah, hak mellmulngult hasil hultan dibatasi dalam Ulndang-Ulndang 

Polkolk Agraria. 

 Be llrdasarkan Pellratulran Kellpala BPN RI Nolmolr 3 Tahuln 2011 tellntang 

Manajellmelln Pe llngkajian dan Pellnanganan Kasuls Pe llrtanahan, Badan Pellrtanahan   

Nasiolnal Indolne llsia mellnye lldiakan batas-batas tellrkait sellngke llta, kolnflik, sellrta 

masalah pellrtanahan. Pasal 1 Pellratulran Ke llpala BPN mellnyatakan bahwa kasuls 

pe llrtanahan mellrulpakan sellngke llta, kolnflik dan kasuls filell tanah disellrahkan kell Badan 

Pe llrtanahan Nasiolnal Rellpulblik Indolne llsia ulntulk mellndapatkan pellnanganan, 

pe llnyellle llsaian sellsu lai dellngan pellratulran pe llrulndang-ulndangan dan/ataul kellbijakan  

pe llrtanahan nasiolnal. 
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a. Se llngke llta pellrtanahan 

Se llngke llta tanah  adalah  se llngke llta  tanah antar  individul,  badan  hulkulm  ataul  

lellmbaga  yang tidak mellmpulnyai dampak solsial pollitik yang lulas. Tellkanan 

yang tidak bellrdampak lulas inilah yang mellmbe lldakan pellngellrtian sellngke llta 

tanah dellngan pellnge llrtian kolnflik tanah. Se llngkellta tanah dapat bellrulpa  

se llngke llta  administrasi,  se llngkellta  se llngke llta  pellrdata,  pidana  tellrkait 

ke llpellmilikan,  transaksi,  pellndaftaran,  jaminan,  pellmanfaatan,  pellngulasaan  

se llrta  pellrse lllisihan hak ullayat 

b. Kolnflik pellrtanahan 

Kolnflik tanah adalah sellngkellta tanah antar individul, kelllolmpolk, olrganisasi, 

badan hulkulm ataul lellmbaga yang mellmiliki kellcellndellrulngan dan ataul 

mellmiliki dampak solsial-pollitik yang lulas. 

c. Pe llrkara Pellrtanahan 

Kasuls tanah adalah sellngke llta tanah yang telllah diselllellsaikan sellrta 

dilaksanakan ollellh le llmbaga pellradilan atau l pultulsan pellradilan yang masih 

mellminta pellnanganan sellngke llta di BPN RI. 

2.4.1 Definisi Konflik 

 Kolnflik mellnulrult mellnulrult Lellolpold Voln Wiellse ll (dalam Jamil et al., 2022)) 

adalah sulatul pro lse lls solsial dimana olrang pe llrolrangan ataul kelllolmpolk manulsia 

be llrulsaha ulntulk mellme llnulhi apa yang mellnjadi tuljulannya dellngan jalan mellnellntang 

pihak lain disellrtai dellngan ancaman dan kellke llrasan. Dari pellnge llrtian kolnflik tellrse llbult, 

dapat dikatakan bahwa kolnflik adalah prolse lls solsial yang di lakulkan ollellh 
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se llke lllolmpolk manulsia yang bellrulsaha ulntulk mellmellnulhi apa yang mellnjadi 

ke llinginannya yang di sellrtai dellngan kellke llrasan.  

 Nulrhasyim (dalm Ritonga et al., 2022) bellrpandangan dalam pellnelljelllasannya 

bahwa bahwa kolnflik akan tellrjadi kelltika sulatul ke llinginan ataul tuljulan tellrte llntul tidak 

dapat tellrpe llnulhi dan dihalangi olle llh pihak lain. Kolnflik dalam sifatnya tellrdapat 

kolnflik yang bellrsifat holrizolntal yang tellrjadi antar sellsama kelllolmpolk individul, 

masyarakat, ataul rakyat. Se lldangkan vellrtikal adalah kolnflik yang tellrjadi antara 

rakyat dan pellmellrintah. 

 Se lldangkan mellnulrult Sole llrjolnol Sole llkantol (dalam Sulkran dkk, 2021) kolnflik 

adalah pellrbe lldaan ataul pe llrtellntangan antara individul ataul kelllolmpolk solsial yang 

tellrjadi karellna pellrbe lldaan kellpe llntingan, sellrta adanya ulsaha mellme llnulhi tuljulan de llngan 

jalan mellne llntang pihak lawan disellrtai ancaman ataul ke llkellrasan. 

 Kolnflik mellnulrult Dulane ll Ru lth (dalam Jamil dkk, 2022) adalah kolndisi yang 

tellrjadi kelltika dula pihak ataul lellbih mellnganggap ada pellrbe lldaan polsisi yang tidak 

se lllaras, tidak culkulp sulmbe llr dan tindakan salah satul pihak mellnghalangi, ataul 

mellncampulri ataul dalam bellbe llrapa hal mellmbulat tuljulan pihak lain kulrang bellrhasil. 

Dari pe llngellrtian kolnflik tellrse llbult, maka kolnflik adalah sulatul kolndisi yang te llrjadi 

akibat pellrbelldaan polsisi yang tidak selllaras, adanya pihak yang mellnghalangi se llrta 

ikult campulr yang me llngakibatkan tuljulan pihak lain tidak tellrpe llnu lhi maka akan 

mellnimbullkan bibit pellrmasalahan yang bellrulbah mellnjadi sellbulah kolnflik. 
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2.4.2 Faktor Penyebab Konflik Agraria 

 Me llnulrult Sulmardjolnol dan Maria (dalam Arwana & Arifin, 2019) sellcara 

u lmulm sellngke llta tanah timbull akibat adanya bellbe llrapa faktolr, faktolr tellrse llbult sangat 

dolminan dalam selltiap sellngke llta pellrtanahan dimanapuln, adapuln faktolr tellrse llbult 

antara lain: 

a. Pe llratulran yang belllulm lellngkap  

b. Tidak sellsu lainya pellratulran  

c. Pe lljabatnya kulrang tanggap mellnge llnai kellbu ltulhan dan julmlah tanah byang 

tellrse lldia  

d. Data yang kulrang lellngkapdan kulrang akulrat  

e. Data tanah yang kelllirul  

f. Tellrbatasnya SDM yang bellrtulgas mellnye lllellsaikan tanah  

g. Ke lllirulnya transaksi tanah  

h. Ullah dari pellmolholn ataul  

i. Adanya pellnye lllellsaian dari instansi lain, se llhingga tellrjadi tulmpang tindih 

ke llwe llnangan. 

2.5 Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria 

 Me llnulrult Fahruldin dkk (2022), pellmellrintah pada hakellkatnnya adalah 

pe lllayan masyarakat, ia tidaklah diadakan ulntulk melllayani dirinya sellndiri, tapi julga 

u lntulk melllayani masyarakat sellrta mellnciptakan kolndisi yang mellmulngkinkan selltiap 

anggolta masyarakat mellnge llmbangkan ke llmampulan dan krellatifitasnya dellmi 

mellncapai tuljulan bellrsama, karellnanya birolkrasi pulblik bellrke llwajiban dan 
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be llrtanggulng jawab ulntulk mellmbellrikan layananan pulblik yang baik sellrta 

prolfe llsiolnal. Dellngan de llmikian pelllayanan pulblik diartikan sellbagai pellmbellrian 

layanan (melllayani) kellpellrlulan olrang ataul masyarakat yang mellmpulnyai ke llpellntingan 

pada olrganisasi itul se llsulai de llngan atulran polkolk dan tata cara yang telllah ditelltapkan. 

De llngan de llmikian masyarakat akan sellmakin bellrani ulntulk me llngajulkan tulntultan 

ke llinginan dan inspirasi kellpada pellmellrintah. Masyarakat sellmakin kritis ulntulk 

melllakulkan kolntroll tellrhadap apa yang dilakulkan ollellh pe llmellrintah .  

 Menurut Irawan dkk (2023) peran pemerintah daerah dalam upaya 

penyelesaian konflik melalui mediasi dan pemerintah daerah kemudian berperan    

sebagai fasilitator. Mereka membantu memfasilitasi pertemuan, dialog, atau 

negosiasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk kampung-

kampung yang terlibat. Pengumpulan seluruh kampung ini bertujuan untuk 

mendengarkan pandangan, kekhawatiran, dan aspirasi masyarakat yang terlibat 

dalam konflik, sehingga solusi yang lebih baik dapat dicapai. Dengan cara ini, 

pemerintah daerah  mencoba untuk  menciptakan lingkungan yang mendukung 

penyelesaian konflik yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat 

dalam konflik tersebut.  

 Me llnulrult Pitana dan Gayatri (dalam Fahruldin dkk, 2022), mellnge llmulkakan 

pe llmellrintah daellrah mellmiliki pellran sellbagai: Pellrtama, Moltivatolr, dalam pellnanganan 

kolnflik, pellran pe llmellrintah daellrah se llbagai moltivatolr dipellrlulkan agar bisa 

mellnye lllellsaikan sellbulah pe llrmasalah yang tellrjadi. Kelldula, Fasilitatolr, se llbagai 

fasilitatolr pellnge llmbangan poltellnsi pe llnyellle llsaian kolnflik, pellran pellmellrintah adalah 

mellnye lldiakan sellgala fasilitas yang mellndulkulng se llgala prolgram yang akan 
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dilaksanakan. Adapuln pada praktellknnya pe llmellrintah bisa mellngadakan kellrja sama 

de llngan bellrbagai pihak, baik itul swasta maulpuln masyarakat. Kelltiga, Dinamisatolr, 

dalam pilar golold golve llrnancell, agar dapat be llrlangsulng pellmbangulnan idellal, maka 

pe llmellrintah, swasta dan masyarakat haruls dapat bellrsinellrgi dellngan baik. 

2.5.1 Peran Pemerintah Kabupaten  

 Pemerintah kabupaten memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa 

tanah melalui otonomi daerah. Seperti penyelesaian sengketa tanah garapan, 

penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, 

penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, penetapan tanah ulayat, pemanfaatan 

dan penyelesaian masalah tanah kosong, perencanaan penggunaan tanah wilayah 

kabupaten/kota, kewenangan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa 

tanah pemerintah kabupaten dapat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian 

konflik tanah melalui jalur non-litigasi. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah 

kabupaten adalah dengan melakukan negosiasi mediasi, konsiliasi dan rekonsiliasi  

 Pemerintah kabupaten dapat membentuk tim khusus untuk memfasilitasi 

penyelesaian konflik tanah, seperti Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah dan 

dapat melakukan pendekatan melalui lembaga adat dan menggunakan instrumen 

dialog adat dalam penyelesaian konflik. Peran pemerintah kabupaten dalam 

penyelesaian konflik tanah meliputi, memfasilitasi dialog antara pihak yang 

berkonflik, melakukan verifikasi atas klaim lahan yang bermasalah, menyampaikan 

aspirasi masyarakat ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, dan mencari solusi 

yang adil bagi semua pihak. 
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 Pe llmellrintah kabulpatelln me llmiliki pellran yang sangat pellnting dalam 

pe llnyellle llsaian kolnflik agraria. Pellmellrintah kabulpatelln dapat mellnye lllellnggarakan 

pe llrulmulsan, pe llne lltapan, sellrta pelllaksanaan kellbijakan di bidang tata rulang, 

infrastrulktulr kellagrariaan/pellrtanahan, hulbulngan hulkulm kellagrariaan/pellrtanahan, 

pe llnataan kellagrariaan/pellrtanahan, pellngadaan tanah, pellnge llndalian pellmanfaatan 

rulang dan pellngu lasaan tanah, sellrta pellnanganan masalah kellagrariaan/pellrtanahan. 

Pe llmellrintah kabulpatelln julga dapat melllakulkan prolse lls melldiasi dan fasilitasi melllaluli 

salah satul melltolde ll pellnye lllellsaian sellcara intellgratif ulntulk mellnye lllellsaikan sulatul kolnflik 

agrarian. Selllain itul, pe llme llrintah kabulpatelln julga dapat mellngatulr se llrta mellngulruls 

u lrulsan pe llmellrintahan dalam bidang pellrtanahan, tellrmasulk pe llnye lllellsaian se llngke llta 

tanah. 

 Pe llmellrintah Kabulpatelln mellmiliki pellran pellnting dalam pellnye lllellsaian kolnflik 

agraria. Hal ini dikarellnakan pellme llrintah kabulpatelln mellrulpakan pellme llrintah yang 

paling dellkat dellngan masyarakat dan mellmiliki kellwe llnangan ulntulk me llngatulr se llrta 

mellngulruls ulrulsan pe llme llrintahan di daellrahnya, tellrmasulk ulrulsan agraria. 

 Be llrdasarkan Ulndang-Ulndang Nolmolr 23 Tahuln 2014 tellntang Pellmellrintahan 

Dae llrah, pellran pellme llrintah kabulpatelln dalam pellnye lllellsaian kolnflik agraria adalah 

se llbagai bellrikult: 

a. Me lllakulkan invellntarisasi dan idellntifikasi ko lnflik agraria di daellrahnya. 

Pemerintah kabupaten bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dan 

informasi terkait konflik agraria yang terjadi di wilayahnya. Ini meliputi 

identifikasi lokasi, pihak-pihak yang terlibat, serta penyebab konflik. Proses 

http://lib.unnes.ac.id/27644/1/3312412034.pdf
http://lib.unnes.ac.id/27644/1/3312412034.pdf
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ini penting untuk memahami skala dan kompleksitas masalah yang ada, 

sehingga langkah-langkah penyelesaian yang tepat dapat dirumuskan. 

b. Me llne lltapkan kellbijakan dan stratellgi pe llnyellle llsaian kolnflik agraria di 

daellrahnya. 

Setelah melakukan inventarisasi, pemerintah kabupaten perlu menetapkan 

kebijakan dan strategi yang jelas untuk menangani konflik agraria. 

Kebijakan ini harus memperhatikan kepentingan semua pihak, termasuk 

masyarakat lokal dan perusahaan. Strategi yang efektif dapat membantu 

dalam meredakan ketegangan dan menciptakan solusi yang berkelanjutan. 

c. Me lllakulkan me lldiasi dan fasilitasi pellnye lllellsaian kolnflik agraria di daellrahnya. 

Pemerintah kabupaten berperan sebagai mediator dalam proses 

penyelesaian konflik agraria. Ini termasuk mengadakan pertemuan antara 

pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari titik temu. Fasilitasi ini penting 

untuk menciptakan dialog yang konstruktif dan membantu semua pihak 

memahami perspektif satu sama lain. 

d. Me llnye lldiakan sarana dan prasarana ulntulk pe llnyelllellsaian kolnflik agraria di 

daellrahnya. 

Pemerintah kabupaten diharapkan menyediakan sarana dan prasarana yang 

diperlukan untuk mendukung proses penyelesaian konflik agraria. Ini bisa 

mencakup ruang pertemuan, akses informasi, serta dukungan logistik 

lainnya yang memfasilitasi mediasi dan dialog antara pihak-pihak yang 

terlibat. 
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e. Me lllakulkan pe llngawasan tellrhadap pelllaksanaan pellnye lllellsaian kolnflik agraria 

di daellrahnya. 

Setelah langkah-langkah penyelesaian diambil, pemerintah kabupaten harus 

melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai 

dilaksanakan dengan baik. Pengawasan ini penting untuk mencegah 

terjadinya pelanggaran atau ketidakpuasan di kemudian hari, serta 

memastikan bahwa solusi yang dihasilkan benar-benar memberikan 

manfaat. 

 Pe llmellrintah kabulpatelln dapat melllakulkan pellran-pellran tellrse llbult sellcara sellndiri-

se llndiri ataul bellrsama-sama dellngan pihak-pihak tellrkait, sellpellrti pellmellrintah prolvinsi, 

pe llmellrintah pulsat, masyarakat, sellrta lellmbaga swadaya masyarakat. 

2.5.2 Peran Pemerintah Kecamatan  

 Aparat kecamatan secara hierarki memiliki tangungjawab yang besar dalam 

pencapaian penyelesaian suatu masalah. Dalam hal ini, Kecamatan merupakan 

satuan kerja perangkat daerah yang memiliki peran sebelum permasalahan dibawa 

ke tingkat yang lebih tinggi untuk permasalahan yang terjadi di wilayah kerjanya. 

Begitu juga dengan permasalahan sengketa tanah, sebelum diselesaikan ke jalur 

pengadilan tentunya terlebih dahulu diselesaikan di tingkat Kecamatan melaui 

musyawarah mufakat. 

 Berdasarkan permasalahan diatas, maka Camat memiliki peran penting 

dalam menyelesaikan sengketa tanah  melalui musyawarah mufakat sehingga 

penyelesaian sengketa   tanah tersebut bagi  antara pihak sama-sama merasa puas 

karena tidak ada yang merasa dirugikan, sehingga tidak perlu lagi menyelesaikan 
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masalah sengketa tanah melalui pengadilan, karena menurut masyarakat 

menyelesaikan masalah melalui musyawarah mufakat lebih murah dan tidak 

memakan waktu yang lama dibandingkan melalui pengadilan yang dirasa oleh  

masyarakat lebih mahal dan berbelit-belit. tidak perlu lagi melalui peradilan. 

 Berdasarkan uraian diatas, untuk mencapai penyelesaian sengketa tanah 

yang baik dan  untuk dapat mengurangi masalah sengketa tanah yang terjadi setiap 

tahunnya di wilayah kerjanya, maka Camat harus mengoptimalkan perannya 

sebagai pemimpin  dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja 

Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan 

kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota. Dalam hal ini menangani 

sebagian urusan otonomi daerah yang berkenaan dengan hal penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum. 

 Pe llmellrintah kellcamatan mellmiliki pellran dalam pellnye lllellsaian kolnflik agraria, 

tellrultama dalam hal idellntifikasi pellrmasalahan, delltellksi dini poltellnsi ganggulan 

ke llamanan, pellngo lolrdinasian stratellgi pellnye lllellsaian pellrmasalahan kellamanan, dan 

pe llnyellle llsaian sellcara bellrsama pellrmasalahan kellamanan sellrta kellte llrtiban ulmulm. 

Se lllain itul, pe llmellrintah kellcamatan dapat melllakulkan melldiasi kolnflik tanah pellrtanian, 

mellskipuln dalam bellbellrapa kasuls, ke lltellrbatasan dalam hal pellngulasaan pellnge lltahulan 

tellknis dapat mellnjadi hambatan. Pellran pellmellrintah kellcamatan julga melllipulti ulpaya 

mellnce llgah melllu lasnya kolnflik sellrta mellnjaga kolndulsifitas daellrah dalam 

pe llnyellle llsaian sellngkellta pellrtanahan. 

 Pe llmellrintah kellcamatan mellmiliki pellran pe llnting dalam pellnye lllellsaian kolnflik 

agraria, tellrultama dalam ulpaya prellvellntif dan rellsollultif. Hal ini dikarellnakan 

http://lib.unnes.ac.id/27644/1/3312412034.pdf
http://lib.unnes.ac.id/27644/1/3312412034.pdf
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pe llmellrintah kellcamatan adalah pellmellrintah yang paling dellkat dellngan masyarakat dan 

mellmiliki kellwe llnangan ulntulk me lllaksanakan ulrulsan pellme llrintahan di daellrahnya, 

tellrmasulk ulrulsan agraria. 

2.5.3 Peran Pemerintah Desa  

 Me llnulrult Aswim dkk (2022) pe llranan Ke llpala Dellsa se llbagai Pellmbina 

ke llhidulpan be llrmasyarakat bellrdasarkan ke llte llntulan Ulndang-Ulndang Nolmolr 6 Tahuln 

2014 Tellntang De llsa diatulr dalam Pasal 26 Ayat (1) dan (2) hulrulf "f" dan "g," 

dijelllaskan bahwa salah satul ke llwe llnangan Ke llpala Dellsa adalah ada di Pasal 26 Ayat 

(4), hulrulf "k" disellbultkan bahwa salah satul kellwajiban Kellpala Dellsa adalah 

mellnye lllellsaikan masyarakat pellrse lllisihan di De llsa. Olle llh karellna itul, Ke llpala Dellsa tidak 

hanya mellnye lllellnggarakan Pellmellrintahan De llsa, telltapi julga mellmiliki tulgas, 

ke llwajiban, dan kellmampulan ulntulk mellnangani se lltiap pellrse lllisihan ataul masalah yang 

mulncull di wilayahnya. Mellskipuln tidak ada pellratulran folrmal dalam mellnye lllellsaikan 

kolnflik dellsa, ke llpala dellsa haruls mellmiliki melltolde ll se llndiri ulntulk mellnyellle llsaikan dan 

mellndamaikan pihak-pihak yang bellrtikai. 

 Pemerintah desa, khususnya kepala desa, berfungsi sebagai mediator dalam 

penyelesaian sengketa tanah. Sebagai pemimpin lokal, kepala desa memiliki 

kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan di antara warganya. Mediasi ini 

dilakukan dengan cara memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa, 

membantu mereka mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. 

Penyelesaian konflik tanah sering dilakukan melalui musyawarah mufakat. Proses 

ini melibatkan semua pihak terkait dan bertujuan untuk menemukan solusi yang 

adil. Dalam konteks ini, kepala desa berperan penting dalam memimpin diskusi, 
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menjaga ketertiban, dan mendorong para pihak untuk menyampaikan masalah 

secara terbuka. 

 Pemerintah desa juga terlibat dalam penyusunan kebijakan dan regulasi 

terkait pengelolaan tanah di wilayahnya. Kebijakan ini dapat mencakup penetapan 

batas-batas kepemilikan tanah dan penggunaan lahan, sehingga dapat mengurangi 

potensi konflik di masa depan. Pemerintah desa menyediakan saluran bagi 

masyarakat untuk mengajukan pengaduan terkait sengketa tanah. Dengan adanya 

mekanisme ini, masyarakat dapat menyampaikan keluhan mereka secara resmi, dan 

pemerintah desa dapat menindaklanjuti dengan mediasi atau penyelesaian lainnya 

 Dalam menangani sengketa tanah, pemerintah desa perlu berkoordinasi 

dengan instansi lain seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah 

kabupaten. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa penyelesaian konflik 

dilakukan secara efektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku. 

2.6 Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Konflik Agraria 

 Me llnulrult Sukran (2021) Badan Pe llrtanahan nasiolnal (BPN) adalah lellmbaga 

pe llmellrintah noln kellmellntellrian di Indolnellsia yang melllakulkan tulgas pellmellrintahan di 

bidang pellrtanahan sellcara nasiolnal, rellgiolnal dan sellktolral. BPN dahullul dikellnal 

de llngan sellbultan Kantolr Agraria. BPN diatulr ollellh Pe llratulran Prellside lln Nolmolr 10 

Tahuln 2006 te llntang Badan Pellrtanahan Nasiolnal. 

 Apabila mellngacul pada Pasal 11 ayat (3) Pellratulran Me llntellri Agraria dan Tata 

Rulang/Kellpala Badan Pellrtanahan Nasiolnal Rellpulblik Indolne llsia No lmolr 11 Tahuln 

2016 tellntang Pellnye lllellsaian Kasuls Pe llrtanahan, maka yang mellnjadi kellwe llnangan 



44 
 

Ke llmellnte llrian Agraria dan Tata Ru lang/Badan Pe llrtanahan Nasiolnal adalah se llbagai 

be llrikult:  

a. Ke llsalahan prolse lldulr dalam prolse lls pe llngulkulran, pellmelltaan dan/ataul 

pe llrhitulngan lulas;  

b. Ke llsalahan prolse lldulr dalam prolse lls pe llndaftaran pellnellgasan dan/ataul 

pe llngakulan hak atas tanah bellkas milik adat;  

c. Ke llsalahan prolse lldulr dalam prolse lls pe llnelltapan dan/ataul pellndaftaran hak 

tanah;  

d. Ke llsalahan prolse lldulr dalam prolse lls pe llne lltapan tanah tellrlantar;  

e. Tulmpang tindih hak ataul se llrtifikat hak atas tanah yang salah satul alas 

haknya jelllas tellrdapat kellsalahan.  

f. Ke llsalahan prolse lldulr dalam prolse lls pe llme llliharaan data pellndaftaran tanah;  

g. Ke llsalahan prolse lldulr dalam prolse lls pe llne llrbitan se llrtifikat pellngganti;  

h. Ke llsalahan dalam mellmbellrikan infolrmasi data pellrtanahan;  

i. Ke llsalahan prolse lldulr dalam prolse lls pe llmbe llrian izin;  

j. Pe llnyalahgulnaan pellmanfaatan rulang; dan  

k. Ke llsalahan lain dalam pellne llrapan pellratulran pe llrulndang-ulndangan.  

 Olle llh karellna itul, se lllain sellbagaimana yang diatulr di dalam Pasal 11 tellrse llbult 

maka itul bulkan ke llwe llnangan Kantolr Pe llrtanahan dan mellnjadi kellwe llnangan instansi 

lain (Mul’min dan Pranata, 2020) 
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2.7 Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Pandangan Islam  

 Be llbellrapa riwayat mellnulnju lkkan adanya pe llmbellrian tanah yang dilakulkan 

Nabi Mulhammad saw sellpe llrti yang diulngkapkan ollellh Abul Ulbaid dalam Kitab Al-

Amwal, yaitul Ibnul Sirin pellrnah mellngatakan bahwa Rasullulllah telllah mellngapling 

tanah kellpada se llolrang lelllaki dari kalangan Anshar yang be llrnama Sullaith. 

Se lllanjultnya pellmbe llrian tanah kellpada Zulbair ra sellbagaimana hadist yang 

disampaikan dari Asma’ binti Abul Bakar ra bahwa Rasullulllah saw telllah 

mellmbe llrikan kapling tanah kellpada Az-Zulbair ra di Khaibar, yang di dalamnya 

tellrdapat pellpolholnan dan ke llbuln kulrma. Bellgitulpuln julga te llrhadap Abul Tsalabah al-

Khulsyani ra, Rasullulllah saw mellmbe llrikan tanah kellpadanya dellngan mellnye llrtai 

de llngan sulrat pellngkaplingan tanah tellrse llbult.  

 Ke llbijakan pellmbellrian tanah julga dilakulkan ollellh Nabi Mulhammad saw 

ke llpada olrang-olrang yang barul masulk Islam. Se llpellrti yang dilakulkan Rasullulllah saw 

tellrhadap pellmulka Bani Hanifah, yaitul Muljja’ah Al-Yamamah. Kellpadanya 

Rasullulllah saw mellnullis se llbulah Sulrat kelltellrangan pellmbellrian tanah, yang bellrbulnyi:  

“De llngan mellnye llbult Nama Allah Yang Maha Pellngasih dan Maha Pellnyayang. Ini 

adalah sulrat kellte llrangan yang telllah ditullis Mulhammad Rasullulllah kellpada Muljja’ah 

bin Mulrarah bin Sullma. Sellsulnggulhnya akul telllah mellmbellrikan sellkapling tanah 

ke llpadamul di Daellrah Ghaulrah, Ghulrabah, dan Hulbull. Barang siapa yang 

mellmpe llrsolalkan masalah ini kellpadamul, maka datanglah mellnghadap kellpadakul”. 

 Me lllaluli riwayat-riwayat tellrse llbult, telllah mellnulnjulkkan bahwa Rasullulllah saw 

melllakulkan tindakan atas kolndisi ulmat Islam yang tidak mellmpulnyai tanah dellngan 

mellmbe llrinya tanah, sulpaya dellngan tanah itul me llrellka dapat tinggal dan mellngollahnya 

u lntulk kellhidulpannya. Selldangkan ulntulk olrang-olrang yang barul masulk Islam, Nabi 

Mulhammad SAW julga melllakulkannya sellbagai ulpaya agar mellngu latkan hati dan 
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ke llimanan mellrellka pada Islam, karellna mellre llka adalah gollolngan yang rellntan baik dari 

se llgi iman maulpuln e llkolnolmi 

 Rasullulllah SAW julga mellmultulskan pe llrmasalahan sellpultar pellrtanahan. Di 

antaranya pellrse llngkelltaan yang tellrjadi antar se llolrang lelllaki yang mellnanam polholn 

kulrma di atas tanah milik sellolrang lelllaki Anshar yang bellrasal dari Bani Bayadh. 

Akhirnya Rasullulllah SAW mellmultulskan agar lelllaki pellmilik tanah tellrse llbult telltap 

mellngambil tanahnya. Sellme llntara Rasullulllah SAW me llmultulskan agar lelllaki yang 

mellnanam polholn kulrma di atas tanah olrang lain ulntulk mellncabult polholn kulrma yang 

ditanaminya. Sellbagaimana hadist, dari Hisyam bin Ulrwah ra dari ayahnya bahwa 

Rasullulllah SAW bellrsabda, “Barang siapa yang mellnge lllolla tanah kolsolng (mawat), 

maka hal tellrse llbult telllah mellnjadi hak kellpe llmilikannya dan tidak ada hak bagi pelllakul 

kellzaliman ulntulk me llngambil dan me llrampasnya”. Dalam hadist lain, dari Rafi’ bin 

Khuldaij dari Rasullulllah saw, bellliaul be llrsabda, “Barang siapa yang bellrcolcolk tanam 

pada tanah olrang lain tanpa sellpe llngelltahulan dan izin mellrellka, maka pellmilik tanah 

be llrhak me llmbiayai tanaman itul. Se llme llntara pe llnanam tidak ada hak ulntulk 

me llndapatkan hasil dari tanaman yang telllah diulsahakannya”.  

 Dari hadist tellrse llbult, maka ada dula pe llndapat, pellrtama: Nabi Mulhammad 

SAW tidak mellmbollellhkan pellnanam mellngambil dan mellmelltik hasil dari ulsahanya 

se lllain dari biaya yang telllah dikelllularkannya tellrhadap tanaman tellrse llbult. Kelldula, 

tellrhadap pe llmilik tanah sulpaya mellmbellrikan ganti rulgi atas biaya yang telllah 

dikelllularkan si pellnanam, se llhingga hasil tanaman itul me llnjadi hak pellmilik tanah 

se llcara kellse lllulrulhan dan dellngan cara yang halal lagi baik.  
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 Di tellngah-tellngah fellnolme llna pellngulasaan tanah ollellh individul yang lahir dari 

pe llmbellrian tanah maulpuln pe llngollahan tellrhadap tanah kolsolng, maka Rasullulllah 

SAW mellne lltapkan tanah larangan (hima) yang digulnakan ulntulk ke llpellntingan 

u lmulm. Hal itul dilakulkan ulntulk mellnjaga ke llstabilan ellkolnolmi ulmat Islam dan julga 

mellnghindari kelltimpangan dalam pellngulasaan dan pellmilikan tanah. Bellbe llrapa hadist 

Rasullulllah SAW mellnge llnai hima yaitul, Rasullulllah SAW bellrsabda, “Tidak ada 

pe llnjagaan dan pe llmbe lllaan hima, te llrkellculali bagi Allah dan Rasull-Nya”. Abul Ulbaid 

ju lga mellriwayatkan hadist dari Hibban bi Zaid asy-Syar’abi ra dari sellolrang lelllaki 

dari kalangan Mulhajirin ia bellrkata, “akul telllah be llrsahabat de llngan Rasullulllah 

se lllama tiga tahulm, kellmuldian akul dellngar dia bellrkata ‘Selllulrulh ulmat manulsia 

me llndapatkan hak yang sama di dalam air, padang rulmpult, dan api.” Selllanjultnya 

Rasullulllah saw bellrsabda, “Barang siapa yang me lllarang me llmanfaatkan kelllellbihan 

air dari kellpellrlulannya dellngan tuljulan ulntulk me llncellgah pellmanfaatan padang rulmpult 

yang lellbih dari kellbultulhannya, maka Allah akan me lllarang dan mellnce llgahnya dari 

karulnia-Nya pada hari kiamat.” Abul Ulbaid mellnambahkan bahwa Iyas bin abdin 

ra bellrkata, “Rasu llulllah telllah me lllarang pe llncellgahan pe llmbe llrian dan pellmanfaatan 

yang di lular ke llbu ltulhannya.”  

 Kolnse llp pe llnting yang dapat diambil dari hadist-hadist tellrse llbu lt adalah bahwa 

Rasullulllah SAW mellne lltapkan hima atas air, padang rulmpult, dan julga api. Kelltiganya 

itul adalah sulmbellr pulblik ataul sulmbe llr pellnghidulpan olrang banyak, dimana selltiap 

o lrang mellmpulnyai hak tellrhadapnya. Ollellh kare llnanya, Rasullulllah SAW melllarang 

melllakulkan privatisasi tellrhadap kelltiganya, dellngan alasan agar masyarakat tidak 

tellrzalimi. Hal itul tellrbulkti dari sellbu lah riwayat, yaitul Abyadh bin Hammal al-mazini 
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ra pe llrnah mellminta aliran air yang selllalul me llngalir di daellrah Ma’arab (nellge llri di 

Yaman) kellpada Rasullulllah SAW, lalul Rasullulllah SAW mellmbe llrikan aliran air itul 

ke llpadanya. Pellmbellrian itul dilakulkan kare llna tanah itul me llrulpakan lahan mati 

(mawat) yang telllah dikelllollanya. Ke llmuldian Rasullulllah SAW mellnge lltahuli bahwa 

aliran air yang dimintanya tellrse llbult adalah aliran yang dellras de llngan polte llnsi air yang 

tidak akan pellrnah pultuls, maka bellliaul me llminta sulpaya Abyadh mellnge llmbalikan 

pe llmbellriannya itul. 

2.8 Penelitian Terdahulu  

 Pe lne llitian telrdahulu yang dilakukan Sahrul Ari Irawan, Sumaryol 

Gitolsaputrol, Kolrdiyana K Rangga, Tubagus Hasanuddin, Yuniar Aviati Syarielf 

(2023) dalam pelnellitiannya yang belrjudul “Pe lran Pelme lrintah Daelrah dalam 

Pe lnye llelsaian Kolnflik Melnahun Masyarakat Adat delngan Pe lrusahaan Pelrkelbunan 

Kare lt di Kabupateln Tulang Bawang Barat Prolvinsi Lampung”. Belrdasarkan hasil 

pe lnellitian dapat disimpulkan bahwa pe lran pelmelrintah daelrah dalam upaya 

pe lnyelle lsaian kolnflik mellalui meldiasi dan pe lmelrintah daelrah ke lmudian belrpelran 

se lbagai fasilitatolr. Me lre lka melmbantu melmfasilitasi pelrtelmuan, dialolg, atau 

ne lgolsiasi antara belrbagai pihak yang telrlibat dalam kolnflik, telrmasuk kampung-

kampung yang telrlibat. Pelngumpulan se lluruh kampung ini belrtujuan untuk 

melnde lngarkan pandangan, kelkhawatiran, dan aspirasi masyarakat yang telrlibat 

dalam kolnflik, se lhingga sollusi yang lelbih baik dapat dicapai. Delngan cara ini, 

pe lmelrintah daelrah melncolba untuk melnciptakan lingkungan yang melndukung 

pe lnyelle lsaian kolnflik yang be lrke llanjutan dan adil bagi selmua pihak yang telrlibat 

dalam kolnflik telrse lbut. 
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 Pe llne lllitian tellrdahullul yang dilakulkan olle llh Alfi Rahman (2022) dalam 

pe llnelllitiannya yang bellrjuldull “Pellnye lllellsaian Sellngke llta Tanah Ullayat Kaulm Sulkul 

Adat Minangkabaul Kabulpatelln Tanah Datar Sulmatellra Barat”. Bellrdasarkan hasil 

pe llnelllitian, dapat disimpullkan bahwa pe llnye llbab tellrjadinya sellngke llta ialah 

pe llngulasaan tanah ullayat, pellngulasaan olle llh Kaulm Parik Picancang Piliang, dan 

adanya Kellpellntingan Pribadi. Dan pellnye lllellsaian Kellpe llntingan Pribadi dan julga 

pe llnyellle llsaian sellngkellta dilakulkan dellngan cara melllaluli masyarakat adat Nagari 

Sulpayang dan ataul melllaluli Ke llrapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sulpayang.  

 Pe llne lllitian tellrdahullul yang dilakulkan olle llh Abd. Mul’min & Andri Pranata 

(2020) yang be llrjuldull “Pe llran Kantolr Pe llrtanahan Kolta Samarinda Dalam 

Pe llnye lllellsaian Sellngke llta Dan Kolnflik Pellrtanahan”. Dari hasil pellne lllitian dapat 

disimpullkan bahwa pellran kantolr pe llrtanahan dalam pellnyelllellsaian se llngkellta/kolnflik 

pe llrtanahan sangat bellsar karellna selljak awal dalam melllakulkan pellnye lllellsaian 

se llngke llta/kolnflik tellrse llbult, baik bellrdasarkan inisiatif dari Kellmellnte llrian ATR/BPN 

maulpuln pe llngadulan masyarakat, Kantolr Pe llrtanahan mellmiliki pellran yang sangat 

pe llnting mullai dari pellmantaulan de llngan tuljulan ulntu lk mellnge lltahuli se llngke llta/kolnflik 

yang tellrjadi, melllakulkan pe lllapolran ke llpada KANWIL BPN, melllakulkan 

pe llngulmpullan data ulntulk mellnge lltahuli histolri awal dari tanah tellrse llbult sampai dellngan 

tellrjadinya sellngkellta/kolnflik, kellmuldian me lllakulkan analisis data gulna mellnge lltahuli 

apakah sellngkellta/kolnflik tellrse llbult adalah ke llwe llnangan Kellmellntellrian ATR/BPN ataul 

bulkan, hingga mellne llrima hingga mellnellrima pellrintah ulntulk mellnye lllellsaikan sellngkellta 

ataul kolnflik yang tellrjadi. Dan kellndala Kantolr Pellrtanahan dalam pellnyellle llsaian 

se llngke llta/kolnflik pellrtanahan adalah mullai dari kulrangnya bulkti-bulkti dan 
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ke llpellrcayaan masyarakat sellrta tellrbatasnya kellwe llnangan yang dimiliki Kantolr 

Pe llrtanahan.  

 Pe llne lllitian Fahruldin, Ellka Sulaib & Bahtiar (2022) yang bellrjuldull “Pellran 

Pe llmellrintah Daellrah dalam Pellnanganan Kolnflik Atas Pe llngulasaan Lahan Antara 

Ke lllolmpolk Masyarakat dan PT. Hellngjaya Minellralindol di Kabulpatelln Molrolwali” 

Hasil pellne lllitian ini mellnulnjulkkan bahwa pellran pellmellrintah daellrah dalam 

pe llnanganan kolnflik antara kelllolmpolk masyarakat dellngan PT. He llngjaya 

Mine llralsindol baik sellbagai moltivatolr, fasilitatolr dan dinamisatolr di Dellsa Be lltell-Be lltell 

Ke llcamatan Baholdolpi Kabulpatelln Molrolwali Masih di anggap belllulm e llfellktif hal ini 

tellrlihat bagaimana kolnflik antar kelllolmpolk masyarakat dellngan pihak pellrulsahaan 

yang masih sellring tellrjadi tanpa adanya pe llnanganan yang sellriuls dari pellme llrintah 

se lltellmpat, sistellm pellnanganan kolnflik di anggap mellnjadi kellndala karellna masih 

minimnya pellmahaman mayolritas aparatulr pe llmellrintah dalam pellnyellle llsaian kolnflik 

yang tellrjadi dalam masyarakat.  

 Pe llne lllitian Hellri Wahyuldi, Arba, Widoldol Dwi Pultrol (2023) yang bellrjuldull 

“Pe llran Pe llmellrintah Daellrah dalam Pe llnyelllellsaian Administrasi Pellrtanahan (Stuldi 

Kasuls Pe llngadaan Tanah Bagi Pellmbangulnan ulntulk Ke llpellntingan Ulmulm Skala Kellcil 

di Kolta Bima)”. Hasil pellnelllitian mellmyimpullkan, bahwa Pellran pellmellrintah daellrah 

dalam pellngadaan tanah bagi pellmbangulnan ulntulk ke llpe llntingan ulmulm mellrulpakan 

se llrangkaian kellgiatan ulntulk mellnyelldiakan tanah bagi instansi yang mellmellrlulkan 

tanah dellngan mellmbellrikan ganti kellrulgian yang layak dan julga adil kellpada pihak 

yang mellmiliki hak atas tanah tellrse llbult dellngan tahap pellrellncanaan, tahap pellrsiapan, 

tahap pelllaksanaan, sellrta tahap pellnye llrahan hasil, sellhingga pellnyelldia 
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be llrtanggulngjawab mellwuljuldkan kelladilan bagi masyarakat tellrdampak pellngadaan 

tanah dalam kellgiatan relllolkasi banjir. Pe llrlindulngan hulkulm ke llpellmilikan tanah 

tellrmulat dalam Pellratulran Pellmellrintah Nolmolr 24 tahuln 1997 tellntang Pellndaftaran 

Tanah. Pellnye lllellsaian masalah Pe llrtanahan bellrtuljulan ulntulk me llmbellrikan 

pe llrlindulngan hulkulm, kellpastian hulkulm dan ke lladilan mellnge llnai pellngulasaan, 

pe llmilikan, pellnggulnaan se llrta pellmanfaatan tanah. Pellrlakulan Pe llmellrintah Daellrah 

Kolta Bima tellrhadap para sulbjellk yang bellrse llngke llta antara lain mellngulji kellbe llnaran 

ke llpellmilikan olbje llk dan sulbje llk hulkulm tanah, mellnge lltahuli riwayat dan akar 

pe llrmasalahan dari sellngke llta, kolnflik ataul pe llrkara. Ulpaya pellmellrintah daellrah dalam 

mellnye lllellsaikan masalah Administrasi Pe llrtanahan Prolgram Olpellrasi Nasiolnal 

Agraria (PROlNA) dalam pellngadaan tanah ulntulk kellpe llntingan ulmulm dellngan 

mellnggulnakan pellnde llkatan noln pellradilan ataul dise llbult melldiasi. 

 Pe llne lllitian Rainhard Flolrian Atalol, Yolhane lls G. Tulba He lllan, Delltji K. Ell. R. 

Nulban (2023) yang be llrjuldull “Pe llran Pe llmellrintah Daellrah Dalam Pellnye lllellsaian 

Se llngke llta Batas Antara Dellsa Pe lltlellng Ke llcamatan Alolr Tellngah Ultara Dellngan 

Ke lllulrahan Welllai Timulr Ke llcamatan Telllulk Mu ltiara, Kabulpatelln Alolr”. Hasil 

pe llnelllitian mellnulnjulkan pe llran pellmellrintah daellrah dalam pellnyellle llsaian sellngellkata 

batas wilayah antara Dellsa Pelltlellng de llngan Ke lllulrahan Welllai Timulr, suldah culkulp 

baik dellngan tellrlaksanan rapat fasilitasi, melldiasi se llrta pellnyellle llsaian ollellh Bulpati. 

Faktolr-faktolr yang mellnghambat pellnye llle llsaian sellngkellta batas wilayah yakni 

kulrangnya dolkulme lln pellnulnjang pellnye lllellsaian, kelltidaksellhatian dari masyarakat, dan 

pe llncatatan tanah disellkitar lolkasi sellngke llta yang tidak jelllas se llhingga sampai saat ini 

pe llnyellle llsaian sellngkellta ini masih belllulm dapat tellrse lllellsaikan.  
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 Pe llne lllitian Ngadimin, Hellri Kulsmantol & Isnaini (2018) yang bellrjuldull “Pellran 

Pe llmellrintah Prolvinsi Sulmatellra Ultara dalam Prolse lls Pe llnye lllellsaian Pe llrmasalahan 

Se llngke llta/Kolnflik Arellal Lahan”. Hasil pellne lllitian mellnulnjulkkan bahwa Pellmellrintah 

Prolvinsi Sulmatellra Ultara melllaksanakan ke llwe llnangan yang pellnye lllellsaiannya 

tellrganjal sampai saat ini. Salah satul isi diktulm dari SK BPN Nolmolr 42,43,43/2002 

dan Nol. 10/204 yang mellmulat kalimat: mellnye llrahkan Pellngatulran, Pe llngulasaan, 

Pe llmilikan, Pellmanfaatan sellrta Pellnggulnaan Tanah tellrse llbult kellpada Gulbellrnulr 

Sulmatellra Ultara. Ulntulk se lllanjultnya diprolse lls se llsu lai dellngan kellte llntulan pellratulran 

pe llrulndangan yang bellrlakul, se lltelllah mellmpe llrollellh ijin dari Me llntellri. Pe llrmasalahan 

mellnjadi rulmit, sellbab ijin tellrse llbu lt tidak tellrbit sampai se llkarang. Ulpaya mellncari 

sollulsi masih tellruls dilakulkan tellrmasulk de llngan pellmellrintah pulsat yaitul ke llmellntellrian 

Dalam Nellge llri maulpuln Ke llme llntellrian BUlMN. Be llrdasarkan fakta lapangan, banyak 

ke lllolmpolk masyarakat baik pe llnulntult maulpuln pe llmo lholn dan julga pe llrulsahaan swasta 

yang saat ini mellngulasai lahan ellks HGUl PTPN II. Maka Pellmellrintah Prolvinsi 

Sulmatellra Ultara haruls se llse llgellra mulngkin mellngadakan pellndataan ullang sellrta 

ve llrifikasi/pellrmolholnan yang disampaikan olle llh kelllolmpolk masyarakat 

pe llnulntult/pellmolho ln, se llhingga dapat dipellrollellh ke llbe llnaran yang se llolbjellktif mulngkin 

u lntulk mellmpellrolle llh hak atas relldistribulsi tanah-tanah ellks HGUl te llrse llbult. 

 Pe llne lllitian Yuldha Chandra Arwana, Ridwan Arifin (2019) yang bellrjuldull 

“Jalulr Me lldiasi dalam Pellnyelllellsaian Se llngke llta Pellrtanahan Sellbagai Dolrolngan 

Pe llmellnulhan Hak Asasi Manulsia”. Hasil pe llnelllitian mellnulnjulkkan pellrmasalahan 

se llngke llta pellrtanahan di banyak tellmpat me llmicul bellrbagai kolnflik, baik itul antara 

ke lllolmpolk masyarakat, masyarakat dellngan pellngu lsaha, ataul masyarakat dellngan 
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pe llmellrintah. Kellpe llmilikan tanah dan kellpastian hulku lm dalam pellrmasalahan agraria 

di Indolnellsia mellngacul se llrta mellruljulk pada Ulndang-Ulndang Nol. 5 Tahuln 1960 

tellntang Pe llratulran Dasar Polkolk-Polkolk Agraria (UlUlPA). Re llfolrmasi Agraria 

mellnjadi salah satul be llntulk implellmellntasi ulndang-ulndang tellrse llbult, tellrmasulk 

pe llrulbahan strulktulr pe llngulasaan pellmilikan tanah yang tidak hanya dimaknai sellbagai 

makna pollitik namuln julga tellknis. Tullisan ini mellnganalisis aktivitas landrellfolrm di 

Indolne llsia dalam kajian hak asasi manulsia, tellrmasulk didalamnya prolse lls 

pe llnyellle llsaian sellngke llta pellrtanahan. Kasuls yang digulnakan dalam pellne lllitian ini 

bulkan hasil pellne lllulsulran lapangan sellcara langsulng, melllainkan kasuls-kasuls yang 

suldah pellrnah tellrjadi di bellrbagai daellrah yang dipellrollellh melllaluli melldia celltak ataul 

o lnlinell. Tullisan ini mellne llgaskan bahwa prolse lls pe llnyellle llsaian sellngke llta agraria pada 

banyak kasuls di Indolne llsia belllulm mellmellnulhi standar pellmellnulhan hak asasi manulsia, 

se llpe llrti adanya ulpaya paksa dan tindak ke llkellrasan dari pellmellrintah, sikap rellfre llsif, 

diskriminatif, sellrta intimidatif. Tullisan ini mellnggarisbawahi dan mellnyimpullkan 

bahwa dalam pellnyellle llsaian kolnflik agraria dalam kajian hak asasi manulsia haruls 

melllibatkan banyak pihak, salah satulnya adalah Kolmnas HAM. 

 Pe llne lllitian Rifqi Akbar Bayhaqy, He lllli Yulda, Virna De llwi (2023) yang 

be llrjuldull Stratellgi Pellme llrintah Daellrah Dalam Ulpaya Pellncellgahan Dan Pellnye lllellsaian 

Kasuls Ke llpe llmilikan Lahan Di Wilayah Hulkulm Ke llcamatan Tolbolali Bangka 

Se lllatan”. Hasil dari pellne lllitian ini adalah ulntulk mellmahami selljaulh mana 

pe llnyellle llsaian kolnflik pe llmilik tanah se llrta bagaimana pellnye lllellsaian kolnflik 

ke llpellmilikan sellkaliguls pe llngelllollaan tanah. Pe llnullis mellnyimpullkan, julga mellne llrapkan 

kaidah pellne lllitian hulkulm bakul, bahwa: pe llrtama, pellnanganan kolnflik akan bellrkaitan 
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de llngan sellngke llta kellpellmilikan tanah ollellh pe llmellrintah dilakulkan melllaluli prolse lldulr 

administratif dari instansi pellmellrintah dalam hal ini adalah instansi nellgara. 

Be llbellrapa kelltellntu lan hasil pelllaksanaan UlUlPA 1960 ini mellmbellrikan landasan 

hulkulm ulntulk mellngantisipasi pelllanggaran tellrhadap bellrbagai tata cara pellmilikan 

tanah, sellhingga kellmulngkinan se llngkellta tanah dapat dikulrangi. Selllain itul, jika tellrjadi 

se llngke llta, maka BPN dalam hal ini Kellmellntellrian Agraria dan Tata Rulang/ Badan 

Pe llrtanahan Nasiolnal mellnjadi folrulm arbitrase ll bagi para pihak dalam mellnye lllellsaikan 

se llngke llta kellpe llmilikan tanah tellrse llbult. Kelldula, bagaimana jika kolnflik kellpulnyaan 

lahan tidak bisa dikelllolla melllaluli dulkulngan ne llgara, saat Kellmellnte llrian Agraria dan 

Tata Rulang/ Badan Pellrtanahan Nasiolnal me llnellmpulh jalulr arbitrasell, maka ulpaya 

melllaluli lellmbaga pellradilan ulmulm dan panitia arbitrasell dapat mellnjellmbatani antara 

be llbellrapa gollolngan yang bellrkolnflik dellmi mellmpe llrollellh ke lljelllasan kelltelltapan tellntang 

mellmpe llrollellh kelldu ldulkan lahan sellbagai pe llrse lllisihan hak. Bagi para pihak yang 

be llrse llngkellta, pilihan sollulsi saat ini mulngkin mellrulpakan sollulsi tellrbaik pellrlulnya 

mellmpe llrhatikan asas kellsamarataan sellrta ke lltellntulan hulkulm 

 Pe llne lllitian La Olde ll Jamil, Asriani, Makmulr Kambollolng (2022) yang 

be llrtuljulan “Pellran Camat Tellrhadap Pellnye lllellsaian Kolnflik Warga Dellsa Sidoldadi dan 

Warga Dellsa Mo lte llwe ll di Ke llcamatan Batalaiwolrul Kabulpatelln Mulna”. Hasil 

pe llnelllitian ini mellnulnjulkkan bahwa pellran Camat tellrhadap pellnye lllellsaian kolnflik 

antara Dellsa Se lldo ldadi dan Dellsa Molte llwe ll Di Ke llcamatan Batalaiwolrul Kabulpatelln 

Mulna yaitul de llngan cara bellke llrja sama dellngan pe llmellrintah dellsa tolkolh adat, tolkolh 

masyarakat dan julga tolkolh agama. Sellrta melllakulkan pellmbinaan masyarakat dalam 

bidang hulkulm, pe llmbinaan masyarakat dalam bidang agama se llrta pellmbinaan 
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masyarakat dalam bidang kellse llhatan gulna u lntulk me llnyellle llsaikan kolnflik. 

Be llrdasarkan pellne lllitian yang dilakulkan masyarakat dari Dellsa Se lldo ldadi dan Dellsa 

Molte llwe ll bisa dikatakan masih kulrang mellmahami ilmul-ilmul dibidang hulkulm 

dikarellnakan mayolritas masyarakatnya banyak yang bellrhellnti ulntulk me lllanjultkan 

pe llndidikan dijellnjang yang lellbih tinggi dan masih mellmpulnyai pellmikiran yang 

primitif sellhingga rellntan dellngan tellrjadinya sulatul ko lnflik. 

 Pe llne lllitian Mala Mardialina (2021) yang be llrtuljulan “Pellnye lllellsaian Kolnflik 

Antara Pellmellrintah Daellrah Nulsa Tellnggara Barat Dellngan PT. Ellcol Sollultiolns 

Lolmbolk: Kasuls Se llnge llkellta Pellnge lllollaan Hultan Lindulmg Se llkarolh”. Hasil pellnelllitian 

adalah pellmbellrlakulan Ulndang-ulndang 32 telllah bellrdampak pada mellnulrulnnya 

e llskalasi kolnflik sellcara signifikan antara Pe llmellrintah Daellrah dan PT. Ellcol Sollultiolns 

Lolmbolk dibulktikan dellngan pellncabultan gulgatan di pellngadilan sellrta mellmbellrikan 

pe llrulbahan pada sikap selltiap aktolr, transfolrmasi aktolr bellrjalan cellpat sellhingga 

kolnflik tellrulrai kell arah polsitivell pe llacell. 

2.9 Definisi Konsep  

 Adapuln de llfinisi kolnse llp dalam pellne lllitian ini adalah:  

a. Teori peran pemerintah. Dalam kehidupan bermasyarakat definisi peran 

sebagai fungsi yang dilakukan ketika seseorang mengambil posisi dalam 

struktur sosial. Keistimewaan aktor adalah batasan yang ditetapkan oleh 

aktor lain yang kebetulan baik dalam penampilan/peran. Persepsi adalah 

pengetahuan tentang bagaimana seharusnya seseorang berperilaku, yaitu 
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pemahaman atau persepsi tentang pola perilaku atau fungsi yang diharapkan 

dari orang tersebut. 

b. Kolnse llp agraria. Istilah agraria bellrasal dari kata akkellr (Be lllanda), agrol 

(Yulnani) be llrarti lahan pellrtanian, aggellr (latin) bellrarti tanah ataul se llbidang 

tanah, agrariuls (latin) bellrarti buldidaya, sawah, pellrtanian, sellrta agrarian 

(bahasa Inggris) bellrarti lahan pellrtanian.  

c. Ke llbijakan agrarian di Indolne llsia. Ulndang-Ulndang Nolmolr 5 Tahuln 1960 

be llrsifat patrioltik, dan selltidak-tidaknya dilaksanakan sellcara lulas dimana    

se lllulrulh pellnduldulk Indolne llsia mellnggulnakan Ulndang-Ulndang Polkolk  Agraria  

Nolmolr 5 Tahuln 1960-an.  

d. Kolnflik agraria. Kolnfik agraria dapat diartikan sellbagai kolnflik yang lahir 

se llbagai  akibatnya  dari hulbulngan antara olrang ataul ke lllolmpolk yang te llrkait 

de llngan masalah bulmi dan se llmula ke llkayaan alam yang ada di pellrmulkaan 

dan di pellrult bulmi.   

e. Pe llran pellmellrintah daellrah dalam pellnye lllellsaian kolnflik agraria. Pellme llrintah 

daellrah mellmiliki pellran se llbagai, moltivatolr, fasilitatolr dan dinamisatolr. 

f. Badan Pellrtanahan nasiolnal (BPN) adalah lellmbaga pellmellrintah noln 

ke llmellntellrian di Indolne llsia yang melllaksanakan tulgas pellmellrintahan di bidang 

pe llrtanahan sellcara nasiolnal, rellgiolnal sellrta sellktolral. BPN dahullul dikellnal 

de llngan sellbultan Kantolr Agraria. BPN diatulr me lllaluli Pe llratulran Pre llsidelln 

Nolmolr 10 Tahuln 2006 te llntang Badan Pellrtanahan Nasiolnal. 
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2.10 Konsep Operasional  

 Kolnse llp o lpe llrasiolnal mellru ljulk pada sulatul pellnde llkatan pellne lllitian yang 

mellnje lllaskan melltolde ll pe llngulkulran sulatul variabelll, se llhingga dellngan pe llngulkulran 

tellrse llbult, se llrta dapat mellngidellntifikasi indikatolr-indikatolr yang mellndulkulng analisis 

variabelll tellrsellbult. 

Tabel 2.1 Konsep Operasional 

Kolnse llp Indikatolr Sulb Indikatolr 

Pe llran Pe llmellrintah 

Dae llrah Dalam 

Pe llnye lllellsaian 

Kolnflik Agraria  

 

 

1. Me ldiatolr 1. Ne ltral sellama prolse ls me ldiasi 

be lrlangsung 

2. Be lrkolmunikasi selcara elfelktif 

de lngan pihak yang telrlibat 

3. Me lmbantu pihak-pihak yang 

be lrkolnflik untuk 

melngide lntifikasi dan 

melnangani masalah melndasar 

4. Me lnciptakan ruang yang aman 

untuk kolmunikasi yang telrbuka 

dan jujur 

5. Me lngarah pada hasil yang 

dise ltujui belrsama ollelh se lmua  

 

 

 

2. Fasilitatolr  1. Fasilitasi pellrte llmulan antara 

pihak-pihak yang bellrse llngkellta 

2. Me llmbantul pihak-pihak yang 

be llrse llngkellta ulntulk me llncari 

sollulsi yang dapat ditellrima olle llh 

ke lldula belllah pihak 

3. Me llnjaga prolse lls pe llnyelllellsaian 

kolnflik bellrjalan sellcara adil dan 

transparan. 

 

Sulmbe llr: Irawan dkk (2023) 
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2.11 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik 

Agraria (Studi Kasus Antara PT. Arara Abadi Dan 

Masyarakat Desa Koto Pait Kecamatan Talang Muandau 

Kabupaten Bengkalis) 

Mediator Fasilitator 

Penyelesaian Konflik Agraria 

(Studi Kasus Antara PT. Arara 

Abadi Dan Masyarakat Desa Koto 

Pait Kecamatan Talang Muandau 

Kabupaten Bengkalis) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

 Me lnurut Mukhtar (2013) meltolde l pelne llitian delskriptif kualitatif adalah 

se lbuah meltolde l yang digunakan pelnelliti untuk melnelmukan pelnge ltahuan atau telolri 

telrhadap pelne llitian pada satu waktu telrtelntu. Me ltolde l yang ditelrapkan dalam 

pe lnellitian ini adalah meltolde l delskriptif kualitatif. Mellalui pelne llitian ini pelnulis 

melncolba melngungkapkan pelran pe lme lrintah dae lrah dalam pe lnyelesaian kolnflik 

agraria (studi kasus kolnflik antara PT. Arara Abadi dan masyarakat De lsa Koltol Pait 

Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Be lngkalis).  

3.2. Lokasi Penelitian 

 Se llsulai de llngan pellrmasalahan yang dite llmulkan, pe llnelllitian ini adalah 

pe llnelllitian lapangan yang dilakulkan di Ke llcamatan Talang Mulandaul Kabulpatelln 

Be llngkalis.  

3.3. Jenis Dan Sumber Data 

 Dalam pellnelllitian ini, data mellruljulk pada se llmula infolrmasi yang dipellrolle llh 

dari dolkulmelln-do lkulmelln, te llrmasu lk data dalam bellntulk statistik ataulpuln folrmat 

lainnya. Jellnis dan sulmbellr data yang dibultulhkan dalam pellne lllitian ini adalah sellbagai 

be llrikult: 



60 
 

1. Me lnurut Sugiyolnol (2018:456) Data primelr yaitu sumbelr data yang 

langsung melmbelrikan data kelpada pelngumpul data. Data dikumpulkan 

se lndiri ollelh pe lnelliti langsung dari sumbe lr pe lrtama atau telmpat olbjelk 

pe lnellitian dilakukan. Data primelr dalam pe llnelllitian ini di pelrolle lh langsung 

mellalui wawancara telrhadap infolrman yang berkaitan delngan pelnellitian. 

2. Me lnurut Sugiyolnol (2018:456) data selkunde lr yaitu sumbelr data yang tidak 

langsung melmbelrikan data kelpada pelngumpul data, misalnya lelwat olrang 

lain atau lelwat dolkumeln. Data sellkulnde llr dipellrollellh dari infolrmasi yang 

be llrkaitan dellngan olbyellk pe llne lllitian, dolkulmelln-dolkulme lln, hasil pellne lllitian, 

hasil sellminar, pellrulndang-ulndangan dan julga litellratulr litellratulr be llrkaitan 

de llngan polkolk pe llrmasalahan. Data ini adalah data pellnulnjang yang 

dipellrlulkan dalam sulatul pellristiwa.  

3.4 Informan Penelitian 

 Me lnurut Moleong  (2010) infolrman adalah individu atau olrang yang 

dimanfaatkan untuk melmbelrikan infolrmasi melnge lnai situasi dan kolndisi latar 

be llakang pelne llitian. Dellngan mellmanfaatkan infolrman, pellnellliti akan mellmpellrollellh 

pe llmahan yang mellndalam mellngellnai infolrmasi yang bellrkaitan dellngan olbjellk 

pe llnelllitian.   

 Me lnurut Sugiyolnol (2012:54) purpolsivel sampling adalah telknik 

pe lngambilan sampell sumbelr data delngan pelrtimbangan telrte lntu. Pelrtimbangan 

telrte lntu ini, misalnya olrang te lrse lbut yang dianggap paling tahu telntang apa yang 
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kita harapkan, atau mungkin dia se lbagai pe lnguasa se lhingga akan melmudahkan 

pe lnelliti melnje llajahi olbyelk/situasi solsial yang ditelliti. 

 Me lnurut Kuswarno (2009), ciri-ciri infolrman dalam pelnellitian 

fe lnolmelnollolgi paling tidak melme lnuhi krite lria belrikut. 

1. Infolrman bellrada di lolkasi pe llnelllitian 

2. Infolrman adalah olrang yang mellngalami se llcara langsulng pe llristiwa yang 

mellnjadi bahan pellne lllitian. 

3. Infolrman mampul ulntulk mellnce llritakan kellmbali pellristiwa yang dialaminya 

itul. 

4. Me llmbellrikan kellse lldiannya sellcara tellrtullis ulntulk dijadikan infolrman 

pe llnelllitian jika dipellrlulkan. 

Tabel 3.1 Informan Penelitian 

Nol Nama Jabatan 

1 Risky Afriandy Camat Talang Mulandaul 

2 Abdul Bakar Pe lnanggung Jawab De llsa Koltol Pait Belringin  

3 Suandi Mantan Kelpala Delsa Be lringin 

4 Sultrisnol Hulmas PT. Arara Abadi 

5 Sijang Ke ltua Kellolmpolk Tani Buluh Tollang 

6 Abdull Hadi Se llkre lltaris Kelllolmpolk Tani Bullulh Tollang 

7 Ge lrry Agnar Timur Pollse llk Ke llcamatan Talang Mu landaul 

8 Ester Satpol PP Talang Muandau 

9 Gandi Tolkolh Masyarakat 
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 Pe llmilihan infolrman didasari pellrtimbangan bahwa infolrman dianggap 

pe llnellliti paling mellnge lltahuli mellngellnai pellrmasalahan yang akan ditellliti. Hal ini 

dikarellnakan bahwa infolrman tellrse llbult me llmiliki kelltellrkaitan yang bellsar tellrhadap 

masalah yang akan ditellliti saat ini. Kritellria dari infolrman yang dipilih yaitul 

mellmiliki kritellria yang bellrdasarkan kelltellntulan yang telllah pellne llliti tellntulkan ulntulk 

ke llmuldian dipellrtimbangkan olle llh pe llnellliti, dan se llsulai dellngan ke lltellrkaitan mellre llka 

de llngan pellne lllitian ini. Dalam pellne lllitian ini yang mellnjadi infolrman pellne lllitian adalah 

o lrang-olrang pilihan pellnellliti yang dianggap tellrbaik dalam mellmbellrikan infolrmasi 

yang dibultulhkan ollellh pe llnellliti. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Pe llngulmpu llan data dalam pellne lllitian ini dilakulkan melllaluli be llbellrapa tellknik 

antara lain: 

1. Me lnurut Yusuf (2016) wawancara adalah suatu keljadian atau prolse ls 

intelraksi antara pelwawancara dan sumbe lr infolrmasi atau olrang yang 

diwawancarai mellalui kolmunikasi selcara langsung atau belrtanya selcara 

langsung melnge lnai suatu olbjelk yang ditelliti.  

2. Me lnurut Sugiyolnol (2018:476) dolkumelntasi adalah suatu cara yang 

digunakan untuk melmpelro llelh data dan info lrmasi dalam belntuk buku, arsip, 

dolkumeln, tulisan angka dan gambar yang belrupa lapolran selrta keltelrangan 

yang dapat melndukung pe lne llitian. Studi dolkumeln melrupakan pellelngkap 

dari pelnggunaan meltolde l olbse lrvasi atau wawancara akan lelbih dapat 
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dipelrcaya atau melmpunyai kreldibilitas yang tinggi jika didukung ollelh foltol-

foltol atau karya tulis akadelmik yang sudah ada. 

3. Me lnurut Sugiyolnol (2018:229) olbse lrvasi melrupakan telknik pelngumpulan 

data yang melmpunyai ciri yang spelsifik bila dibandingkan delngan telknik 

yang lain. Olbse lrvasi juga tidak telrbatas pada olrang, te ltapi juga olbjelk-olbjelk 

alam yang lain. 

3.6 Teknik Analisis Data Kualitatif 

 Analisis data melnurut Sugiyolnol (2018:482) adalah prolse ls melncari dan 

melnyusun se lcara siste lmatis data yang dipelrolle lh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan dolkume lntasi, delngan cara me lngolrganisasikan data kel dalam katelgolri, 

melnjabarkan kel dalam unit-unit, mellakukan sintelsa, melnyusun kel dalam polla, 

melmilih mana yang pelnting dan yang akan dipellajari, dan melmbuat kelsimpulan 

se lhingga mudah dipahami olle lh diri selndiri maupun olrang lain. Selltelllah data bellrulpa 

gambar, kata-kata dan bulkan angka dikulmpullkan, maka langkah selllanjultnya ialah 

mellnganalisis sellsu lai de llngan langkah-langkah bellrikult ini:  

1. Re lldulksi Data  

 Me lnurut Sugiyono (2019) Relduksi data adalah melrangkum, melmilih hal-

hal yang polkolk, melmfolkuskan pada hal-hal yang pelnting yang selsuai delngan tolpik 

pe lnellitian, melncari telma dan pollanya, pada akhirnya melmbe lrikan gambaran yang 

lelbih jellas dan melmpelrmudah untuk mellakukan pelngumpulan data sellanjutnya. 
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2. Display Data  

 Se ltellah melrelduksi data, maka langkah sellanjutnya adalah melnyajikan data. 

Dalam pelne llitian kualitatif, pelnyajian data dapat dilakukan dalam belntuk tablel, 

grafik, flolwchart, pictolgram dan seljelnisnya. Mellalui pelnyajian data telrse lbut, maka 

data dapat telrolrganisasikan, telrsusun dalam polla hubungan, selhingga akan mudah 

dipahami. Se llain itu dalam pelne llitian Pelngumpulan Data Display Data Relduksi 

Data Kelsimpulan / Velrifikasi Sumbelr : (Sugiyolnol 2018) kualitatif pelnyajian data 

dapat dilakukan dalam belntuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katelgolri, 

flolwchart, dan seljelnisnya namun yang se lring digunakan untuk melnyajikan data 

dalam pelne llitian kualitatif adalah delngan telks yang belrsifat naratif. Mellalui 

pe lnyajian data telrse lbut, maka data telrolrganisasikan, dan telrsusun se lhingga akan 

se lmakin mudah dipahami (Sugiyolnol, 2018:249).  

3. Pe lnarikan Kelsimpulan  

 Me lnurut Sugiyolnol (2018:252-253) kelsimpulan dalam pelnellitian kualitatif 

dapat melnjawab rumusan masalah yang dirumuskan seljak awal, teltapi mungkin 

juga tidak, karelna se lpe lrti tellah dikelmukakan bahwa masalah dan pe lrumusan 

masalah dalam pelnellitian kualitatif masih be lrsifat selmelntara dan akan belrke lmbang 

se ltellah pelne llitian belrada dilapangan. Ke lsimpulan dalam pelnellitian kualitatif 

melrupakan telmuan baru yang selbe llumnya be llum pelrnah ada. Telmuan dapat belrupa 

de lskripsi atau gambaran suatu olbje lk yang se lbe llumnya masih bellum jellas selhingga 

se ltellah ditelliti melnjadi jellas. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Desa Koto Pait Beringin 

 Be lrdasarkan infolrmasi di welbsitel re lsmi De lsa Koltol Pait Belringin tahun 

2024, De lsa Koltol Pait Belringin adalah salah satu Delsa di Kelcamatan Talang 

Muandau, Kabupateln Be lngkalis, Prolvinsi Riau delngan luas wilayah 17.086 Ha. 

De lsa Koltol Pait Belringin belrasal dari pe lnanaman Datuk Gimbam. Koltol Pait 

Be lringin telrdapat sungai yang airnya melmiliki dua suhu yaitu dingin dan hangat. 

Se lcara relsmi Delsa Koltol Pait Belringin melrupakan delsa hasil pelmelkaran dari delsa 

Be lringin yang belrdiri pada tahun 2012.  

 De lsa Koltol Pait Be lringin pada awalnya dibelntuk be lrdasarkan Pelraturan 

Dae lrah Kabupateln Be lngkalis Nolmolr 14 Tahun 2012 Telntang Pe lmbelntukan De lsa 

Sungai Me lranti, Delsa Pangkalan Libut, De lsa Buluh Apol, De lsa Tasik Se lrai Barat, 

De lsa Tasik Te lbing Se lrai, dan De lsa Koltol Pait Belringin Ke lcamatan Pinggir. Untuk 

saat ini delsa Koltol Pait Belringin di pimpin olle lh Penanggung Jawab Delsa Abdul 

Bakar.  

 Pada umunya se ltiap delsa pastinya melmiliki visi dan misi untuk 

melwujudkan be lrbagai prolgram kelrjanya, sama hal delngan Delsa Koltol Pait Belringin 

juga melmiliki visi dan misi. Adapun Visi dan Misi dari be lrdirinya Delsa Koltol Pait 

Be lringin yaitu selbagai belrikut:  
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Visi: Me lnuju Kelmandirian Delsa Yang Agraris, Poltelnsial Dan Agamis   

Misi:  

1. Me lningkatkan Pelmbelrdayaan Masyarakat Untuk Me lnuju De lsa Yang Aman 

Dan Maju Dalam Selktolr Pe lrtanian  

2. Me lningkatkan Solsial Elkolnolmi Masyarakat  

3. Me lmoldelrnisasi Pe lrtanian  

4. Me lningkatkan Pellayanan Masyarakat  

5. Pe lnge lmbangan Pelmbangunan Sarana Dan Prasarana Delsa 

4.1.1 Geografis Desa Koto Pait Beringin  

 De lsa Koltol Pait Belringin adalah salah satu delsa yang belrada didalam 

wilayah Kelcamatan Talang Muandau Kabupateln Belngkalis Prolvinsi Riau dan 

melrupakan daelrah daratan. Selcara gelolgrafi delsa ini yang belrbatasan delngan:  

1. Se lbe llah utara belrbatasan delngan De lsa Kuala Pe lnasol Ke lcamatan Talang 

Muandau Kabupateln Belngkalis  

2. Se lbe llah sellatan belrbatasan delngan Delsa Belringin Kelcamatan Talang 

Muandau Kabupateln Belngkalis  

3. Se lbe llah barat belrbatasan delngan De lsa Pe lncing Belkulol Ke lcamatan Kandis 

Kabupateln Siak  

4. Se lbe llah timur belrbatasan delngan Delsa Tasik Se lrai Kelcamatan Talang 

Muandau Kabupateln Belngkalis  

 Adapun jarak kantolr De lsa Koltol Pait Belringin kel Ke lcamatan, Kabupateln 

dan Prolvinsi adalah selbagai belrikut:  
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a. Jarak kel Ibukolta Kelcamatan: 1 KM  

b. Jarak kel Ibukolta Kabupateln: 250 KM  

c. Jarak kel Ibukolta Prolvinsi: 80 KM  

4.1.2 Keadaan Sosial Penduduk Desa Koto Pait Beringin  

a. Jumlah Penduduk Desa Koto Pait Beringin  

 Be lrdasarkan data statistik pada kantolr De lsa Koltol Pait Belringin melmpunyai 

jumlah pelnduduk 2.706 jiwa yang telrdiri dari laki-laki selbanyak 1.478 jiwa dan 

pe lrelmpuan selbanyak 1.228 jiwa. Saat ini de lsa Koltol Pait Belringin melmiliki jumlah 

Kartu Ke lluarga (KK) se lbanyak 639 yang te lrbagi dalam dua dusun, yaitu Dusun 

Pe lmatang Golnting dan Dusun Solluk Bolngkal delngan rincian selbagai belrikut:  

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pembagian Wilayah Dusun 

Pematang Gonting dan Dusun Soluk Bongkal 

 

No  Wilayah / Ketua  KK  L+P  L  P  

1.  Dusun Pelmatang Go lnting, Keltua Amir  581  2398  1306  1092  

  1.  RW.001, Keltua Arifin  581  2398  1306  1092  

    1.  RT 001, Keltua Samsul Suwitol  123  552  282  270  

    2.  RT 002, Keltua Rolbiah  98  404  229  175  

    3.  RT 003, Keltua Deldi D  50  176  97  79  

    4.  RT 004, Keltua Syahri Ibrahim  63  228  132  96  

    5.  RT 005, Keltua Iran  124  487  266  221  

    6.  RT 006, Keltua E lrwin Syahputra  123  551  300  251  

2.  Dusun Solluk Bolngkal, Keltua Rabi Muslim  64  337  189  148  

  1.  RW 002, Keltua Mustika Pasaribu  63  336  188  148  

    1.  RT 001, Keltua Jumadell  27  125  76  49  

    2.  RT  002,  Keltua  Helrmanto l  

Taringin  

36  211  112  99  

TOTAL  644  2.734  1.494  1.240  

  Sumbe lr : We lbsitel Re lsmi De lsa Koltol Pait Belringin Tahun 2024 
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b. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Koto Pait Beringin  

 Pe lndidikan melrupakan kelbutuhan dasar bagi seltiap olrang, sellain itu 

pe lndidikan juga melrupakan faktolr utama dalam melnilai kualitas sumbe lr daya 

manusia di suatu wilayah. Tingkat pe lndidikan selse lolrang se lcara langsung 

melmpe lngaruhi cara melrelka be lrpelrilaku dan melngambil kelputusan dalam 

lingkungan selkitar. Pe lndidikan yang dimaksud didalam pelne llitian ini adalah tingkat 

pe lndidikan selkollah dari telrelndah sampai telrtinggi yang dicapai olle lh se ltiap 

masyarakat yang belrada di Delsa Koltol Pait Be lringin.  

 Se lbagian belsar masyarakat Delsa Koltol Pait Belringin tidak/bellum se lkollah 

yaitu selbanyak 230, lalu bellum tamat SD/se ldelrajat selbanyak 229 dan yang tamat 

SD/se lde lrajat selbanyak 221. Belrikut ini tingkat pelndidikan masyarakat di Delsa Koltol 

Pait Belringin dapat dilihat dari tabell belrikut:  

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Koto Pait Beringin  

No  Kelompok  Jumlah  

1  Tidak/Bellum Se lkollah  230  

2  Be llum Tamat SD/Se ldelrajat  229  

3  Tamat SD/Se ldelrajat  221  

4  SLTP/Se ldelrajat  160  

5  SLTA/Se ldelrajat  203  

6  Diplolma I/II  1  

7  Akade lmi/ Diplolma III/ S. Muda  6  

8  Diplolma IV/ Strata I  12  

Jumlah  1.062  

 Sumbe lr : We lbsitel Re lsmi De lsa Koltol Pait Belringin Tahun 2024 
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c. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Koto Pait Beringin  

 Mata pelncaharian melrupakan ke lgiatan atau sumbelr pe lndapatan yang 

digunakan ollelh selse lolrang atau kellolmpolk untuk melmelnuhi kelbutuhan hidup. Hal 

ini melncakup belrbagai jelnis pe lkelrjaan, prolfe lsi, usaha, atau kelgiatan lain yang 

dilakukan selcara telratur atau belrkala de lngan tujuan untuk melndapatkan 

pe lnghasilan selhari-hari dan melncelrminkan upaya selse lolrang dalam 

melmpe lrtahankan diri dan kelluarganya selcara elkolnolmi.  

 Se lbagian belsar masyarakat Delsa Koltol Pait Belringin belkelrja selbagai 

pe ltani/belrke lbun yaitu selbanyak 297, karyawan swasta selbanyak 53, wiraswasta 

se lbanyak 40. Belrikut ini mata pelncaharian masyarakat di Delsa Koltol Pait Belringin 

dapat dilihat dari tabell be lrikut:  
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Tabel 4.3 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Koto Pait Beringin  

No  Kelompok  Jumlah 

1  Be llum/Tidak Belke lrja  172  

2  Me lngurus Rumah Tangga  394  

3  Pe llajar/Mahasiswa  21  

4  Be lrdagang  22  

5  Pe ltani/Pelkelbun  297  

6  Ne llayan/Pelrikanan  14  

7  Karyawan Swasta  53  

8  Karyawan BUMN  1  

9  Karyawan Holnolrelr  9  

10  Buruh Harian Lelpas  18  

11  Buruh Tani/Pelrkelbunan  7  

12  Tukang Jahit  1  

13  Me lkanik  8  

14  Anggolta DPD  1  

15  Guru  6  

16  Bidan  1  

17  Pe llaut  1  

18  Solpir  9  

19  Pe lrangkat Delsa  13  

20  Wiraswasta  40  

21  Lainnya  5  

Jumlah  1.093  

 Sumbe lr : We lbsitel Re lsmi De lsa Koltol Pait Belringin Tahun 2024 

d. Agama Masyarakat Di Desa Koto Pait Beringin  

 Agama melrupakan suatu kelyakinan yang di anut olle lh selse lolrang se lbagai 

pe ldolman kelhidupan dan selbuah ajaran ke lbaikan yang melnuntun manusia untuk 

melngamalkan ajaran agama dalam seltiap aspelk ke lhidupan dan keldelkatan antara 

manusia delngan sang pelnciptanya.  
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 Mayolritas masyarakat di De lsa Koltol Pait Be lringin be lragama Islam yaitu 

se lbanyak 2.111 seldangkan Kristeln Proltelstan selbanyak 610 dan Khatollik selbanyak 

12. Se ldangkan yang belragama Hindu, Budha dan Kholnghucu tidak ada. Belrikut ini 

Agama yang dianut masyarakat di Delsa Koltol Pait Belringin dapat dilihat dari tabell 

be lrikut:  

Tabel 4.4 Agama Masyarakat Desa Koto Pait Beringin  

No  Kelompok  Jumlah 

1  Islam  2.111  

2  Kriste ln  610  

3  Kathollik  12  

4  Hindu  0  

5  Budha  0  

6  Kholnghucu  0  

7  Ke lpe lrcayaan Telrhadap Tuhan YMEl/Lainnya  0  

Jumlah  2.734  

 Sumbe lr : We lbsitel Re lsmi De lsa Koltol Pait Belringin Tahun 2024 

e. Sarana Dan Prasarana Desa Koto Pait Beringin  

 Sarana adalah alat atau fasilitas untuk melmpelrmudah atau melmungkinkan 

telrjadinya suatu aktivitas atau melncapai suatu tujuan. Pelnggunaan sarana dapat 

melmbantu dalam melningkatkan elfisielnsi, prolduktivitas, dan kelmudahan dalam 

mellakukan belrbagai tindakan atau melncapai belrbagai hasil. Seldangkan Prasarana 

melrupakan rangkaian fasilitas fisik atau infrastruktur yang dibangun dan diseldiakan 

untuk melndukung ke llancaran suatu kelgiatan atau layanan dalam suatu wilayah atau 

siste lm telrtelntu.  



72 
 

 Adapun sarana yang telrdapat di Delsa Koltol Pait Belringin yaitu Ambulancel, 

pe lralatan kantolr se lpe lrti Kolmputelr, Buku Administrasi, Buku Ke lgiatan, Melja dan 

Kursi. Untuk prasarana kelagamaan yang dimilki ollelh de lsa ini yaitu 1 unit Masjid 

Al-Muttaqin, 3 unit Musholla yaitu musholla Al-Furqoln, musholla Al-Ikhlas dan 

musholla Siratul Mutaha, selrta 2 unit Gelre lja yaitu gelre lja HKBP (Huria Kriste ln 

Batak Prolte lstan) dan GPDI (Ge lrelja Pe lntakolsta Di Indolnelsia).  

 Untuk Prasarana Pe lndidikan di De lsa Kolto l Pait Be lringin telrdapat 1 unit 

PAUD dan TK, se lrta 1 unit SD. Prasarana kelse lhatan telrdapat 1 unit Polstu 

(Puske lsmas Pe lmbantu) dan 2 unit Polsyandu. Se ldangkan untuk prasarana yang 

lainnya telrdapat 1 lapangan Se lpak Bolla, PLN, Pustaka De lsa, kantolr PKK, kantolr 

BUMDe ls, kantolr Le lmbaga Adat Me llayu Riau, kantolr USP (Unit Simpan Pinjam) 

dan Kantolr BPD. 

4.2 Gambaran Umum PT. Arara Abadi 

 Be lrdasarkan Ringkasan Publik PT. Arara Abadi tahun 2021, PT Arara 

Abadi melrupakan pelrusahaan yang belrge lrak di bidang kelhutanan dalam rangka 

pe lmelnuhan bahan baku Pulp kel IKPP Pe lrawang. PT Arara Abadi didirikan di 

Jakarta belrdasarkan Akta Noltaris Nol. 213 tanggal 09 Agustus 1974 te lntang 

Pe lndirian Pelrusahaan Pelrse lrolan Telrbatas PT Arara Abadi dihadapan Noltaris Radeln 

Sole lratman, SH.  PT Arara Abadi telrleltak di Delsa Pinang Selbatang, Kelcamatan 

Tualang, Kabupateln Siak, Riau. Luas arelal kolnse lsi PT Arara Abadi belrdasarkan 

SK Me lntri Ke lhutanan Nol. 743/kpts-II/1996 tanggal 25 Nolve lmbelr 1996 ± 299,975 

ha.  
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 PT Arara Abadi me lrupakan salah satu anak pelrusahaan dari Sinarmas 

Grolup yaitu salah satu pelrusahaan telrbe lsar di Indolne lsia. PT Arara Abadi belrge lrak 

dibidang Industri Plantatioln Folre lstry (HTI) yang me lnghasilkan prolduk chip wolold 

yang dikirim kelpe lrusahaan cabang selbagai bahan matelrial pelmbuatan Pulp/bubur 

ke lrtas yang ada pada PT Indah Kiat Pulp & Papelr.  

 PT Arara Abadi melmpunyai kelgiatan di dalam HTI yang melnghasilkan 

pe lnanaman baik mellalui pelmbudidayaan yang intelnsif. Prolgram HTI dimaksudkan 

untuk dapat melnye ldiakan sumbelr kayu untuk PT Indah Kiat Pulp & Papelr dalam 

jangka waktu panjang, telrus me lne lrus dan dapat dipelrbaharui. Seltiap tahun 

pe lnanaman April 2000, 187.500 helktar belrhasil ditanam ollelh PT Arara Abadi.  

 Se lmelnjak tahun 1994, PT Arara Abadi tellah melne lrapkan pelmelrintah dalam 

melre lgulasi meltoldel pe lmbelrsihan lahan untuk melngurangi kelbakaran hutan yang 

dapat melmbawa kelrusakan flolra, fauna dan polpulasi udara. Pe lnelbangan hutan di 

o lpe lrasikan delngan melsin dan se lmi melsin dan 26.600 he lktar untuk pelnanaman 

Acacia tellah ditelbang pada April tahun 2000.  

 PT Arara Abadi melndirikan unit pelmbibitan moldelrn de lngan kapasitas 70 

juta bibit pelrtahun. Disamping itu PT Arara Abadi juga melngolpe lrasikan sistelm 

pe lmoltolng untuk melnsupply pe lnanaman se lbe lsar 50%. Hal ini telrmasuk untuk 

melncukupi Colnal Multilicatioln Are la kira-kira 40 helktar selbagai sumbelr untuk 

pe lmoltolngan akar dari stolck eltitel ge lneltic. Pe lmolto lngan tumbuhan dalam tabung 

melnggunakan sistelm pe lmoltolngan se lbagai sumbelr prima pelnanaman stolck 

se lhingga telknik ini melnghasilkan polholn yang sama dan me lmbuat colntroll le lbih 
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de lkat untuk selrat pulp dan ke lse lragaman. Adapun tanggung jawab de lpartelmeln 

dalam pelmbangunan dan pelne llitian untuk me lningkatkan kualitas dan prolduksi 

bahan melntah Pulp, antara lain :  

1. Pe lrbaikan polholn (pe lngujian jelnis tumbuhan)  

2. Pe lne ltapan bibit dan pelmbangunan telmpat ibadah  

3. Me lmbiakkan tumbuhan  

4. Me lngawasi lingkungan dan pelngawasan tanah, kelhidupan air dan pelrairan  

5. Me lngatasi pelnyakit yang belrasal dari hama dan tumbuhan liar  

6. Me lmbudidayakan HTI untuk melningkatkan prolduktivitas  

7. Pe lrtumbuhan pelnanaman dan studi hasil  

8. Khasiat polholn Pulping  

 Untuk dapat dukungan dalam melne ltapkan managelmelnt pelnanaman, PT 

Arara Abadi melne lliti dan melmiliki ahli untuk melnge lmbangkan prolduktivitas. Hal 

telrse lbut melrupakan salah satu belntuk ke lrja sama PT Arara Abadi delngan Instansi 

luar baik nasiolnal maupun Intelrnasiolnal BIOlTRAP dan CRIROl.  

 Untuk melnjamin kellelstarian hutan, PT Arara Abadi juga melmbuat 

ke lbijakan dalam melnganalisa maupun melnguji pelnanaman telrhadap polholn pilihan, 

telknik siviculturel, ke lgiatan pellelstarian dan aspe lk yang melnyangkut olrang 

lain.Tujuan dari aktivitas telrse lbut adalah melminimalisir kelmungkinan belnturan 

ne lgatif dalam pelngawasan kellelstarian yang di alolkasikan telrleltak selpanjang sungai 

be lncolt, lelmbah, mata air, lawan arah dan tumbuhan yang hampir sama delngan 

tumbuhan typel spe lcific. Daelrah ke llelstarian belrpe lran selbagai mellelstarikan bibit 
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plasma dan juga selbagai ukuran melngidelntifikasi pelnanaman hutan.Daelrah 

ke llelstarian belrde lkatan de lngan lolrolng-lolrolng yang be lrfungsi untuk pe lrpindahan 

binatang buas dan melnciptakan pelnyangga untuk me lmellihara 10% lahan arelal 

se lbagai kellelstarian hutan dalam garis kolmitmelnnya cagar alam.  

 Untuk itu PT Arara Abadi juga melnge lluarkan kelbijakan atau larangan untuk 

tidak belrburu binatang, mellindungi dan me llelstarikan flolra dan satwa elndelmic selrta 

ke lbijakan untuk melmbakar hutan. Seldangkan untuk melncelgah kelbakaran hutan 

(RPHH) dalam seltiap relsolrt dan melnye ldiakan pelralatan kelbakaran hutan dan 

melmbangun fasilitas pelncelgahan kelbakaran selpe lrti telmpat air, melnara pelngawasan 

ke lbakaran dan pelta daelrah hutan.  

Tabel 4.5 Areal Kerja PT. Arara Abadi 

Nol Are la Distrik 

1 Minas 1. Ge llolmbang 

2. Rasau Kuning 

3. Tapung 

2 Siak 1. Pusaka 

2. Be lrbari 

3 Duri 1. Se lbanga (Duri I) 

2. Me llibur (Duri II) 

3. Bukit Kapur (Duri III) 

4 Pe llalawan  1. Nilol 

2. Solre lk 

3. Malakol 

5 Pulau Muda Me lrawang 

              Sumbe lr: Ringkasan Publik PT. Arara Abadi Tahun 2021 

 Se ldangkan lolkasi kolnflik agraria yang pe lnelliti telliti be lrada di arela Duri 

distrik Duri II. 
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4.2.1 Letak Geografis Perusahaan  

1. Lolkasi 

 Se lcara gelolgrafis arelal HTI PT Arara Abadi selcara telrse lbar pada 5 

Kabupateln, yaitu Kabupateln Siak, Kampar, Be lngkalis, Pellalawan dan Rolkan Hilir. 

Se lcara hidrollis telrdapat pada 3 daelrah aliran sungai yaitu Sungai Siak, Siak Kelcil, 

Rawa, Kampar, Rolkan, Nilol dan Sungai Katelme ln. Lolkasi yang telrbe lsar se lcara 

administrativel pe lmelrintah ini akan belrpe lngaruh pada prolse ls pe lrizinan dan 

pe lnelrapan prinsip oltolnolmi daelrah.   

2. Pe llaksanaan K3 (Kelse lhatan, Kelse llamatan dan Ke lnyamanan Kelrja)  

 PT Arara Abadi adalah selbuah pelrusahaan yang melmiliki telnaga kelrja 

dalam jumlah belsar. Disamping itu juga melnggunakan telknollolgi molde lrn. Hal ini 

tidak telrlelpas dari adanya ancaman-ancaman bahaya yang telrjadi seltiap harinya. 

Untuk itu PT Arara Abadi melmbelrikan kelbijakan K3 (Kelse lhatan, Kelse llamatan dan 

Ke lnyamanan Kelrja) yang melrupakan suatu ke lgiatan pelrbaikan telrhadap kinelrha 

se lcara belrke llanjutan yaitu :  

a. Pe lrlindungan telnaga kelrja delngan hal milik pe lrusahaan.  

b. Me lne lrapkan sistelm manajelme ln K3 dalam prolse ls Folre lstry dan ke lgiatan 

lainnya.  

c. Se lmua karyawan dari jabatan telrtinggi sampai jabatan telre lndah harus 

melmahami K3.  

d. Ke ladaan siap siaga dan tanggap.  
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e. Dalam kelgiatan selhari-hari khususnya ke lgiatan yang dilakukan di 

lingkungan pabrik, seltiap langkah telrlelpas dari kelmungkinan telrjadinya 

ke lcellakaan.  

4.2.2 Aktifitas Kegiatan Perusahaan  

 Se lcara garis be lsar aktivitas atau kelgiatan-ke lgiatan PT Arara Abadi melliputi: 

1. Pe lre lncanaan  

2. Pe lmbibitan  

3. Pe lnanaman dan Pelmelliharaan  

4. Pe lmanelnan  

5. Pe lrlindungan hutan (Firel Managelmelnt)  

6. Pe lne llitian dan Pelngelmbangan  

7. Pe lmbinaan masyarakat delsa se lkitar hutan  

4.2.3 Visi Dan Misi Perusahaan  

1. Visi  

 Visi PT Arara Abadi adalah melnjadi selbuah pe lrusahaan kelhutanan yang 

be lrkellas dunia delngan melmpraktelkkan pe lngellollaan hutan selcara lelstari delngan 

melnge lmbangkan hubungan solsial yang harmolnis, layak selcara elkolnolmis dan 

ramah lingkungan.  
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2. Misi  

 Adapun misi PT Arara Abadi adalah selbagai belrikut :  

a. Me lnge lmbangkan suatu hutan tanaman industri yang lelstari delngan kualitas 

tinggi pada tataran biaya yang elfisieln dan re lsikol te lre lndah untuk melmasolk 

bahan baku kayu.  

b. Me lnye ldiakan kelse lmpatan dan lapangan ke lrja bagi masyarakat dan 

industritelrkait dan melmpelrbaiki kelse ljahtelraan masyarakat selkitar.  

c. Me llindungi arelal hutan melmpunyai manfaat kolnse lrvasi dan me lningkatkan 

kinelrja lingkungan.  

d. Be lrpelran se lrta dalam pelne lrimaan pajak Ne lgara dan melnghasilkan 

ke luntungan yang olptimal.  

4.2.4 Nilai-Nilai Budaya Organisasi PT. Arara Abadi (Sinarmas Forestry)  

a. Intelgritas  

 PT. Arara Abadi (Sinarmas Folre lstry) belrsikap jujur dan sellalu belrusaha 

kolnsiste ln delngan ucapannya.  

b. Ke lpe lrcayaan  

 PT. Arara Abadi saling melmpelrcayai, melngholrmati, melndukung dan 

be lrusaha untuk melndapatkan kelpelrcayaan diri dari relkan selke lrja dan mitra 

usahanya. 
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c. Ke lse lragaman  

 PT. Arara Abadi (Sinarmas Folrelstry) be llajar melnjunjung tinggi budaya 

dimana PT. Arara Abadi belke lrja dan melngholrmati pelrbe ldaan yang ada.  

d. Ke lmitraan  

 PT. Arara Abadi melmiliki telkad yang telguh untuk melnjadi mitra usaha yang 

baik bagi pelmelrintah, pelrusahaan lain, pe llanggan-pellanggan PT. Arara Abadi, 

masyarakat dan selsama relkan kelrja.  

e l. Kinelrja yang Unggul  

 PT. Arara Abadi melmiliki telkad untuk teltap unggul dalam seltiap hal yang 

dilakukannya dan belrupaya kelras untuk telrus me lmpelrbaiki diri.  

f. Tanggung jawab  

 PT. Arara Abadi belrtanggung jawab baik se lcara olrang pelrolrangan maupun 

se lbagai kellolmpolk untuk seltiap hal yang dikelrjakan maupun untuk seltiap tindakan 

yang dilakukan. 

g. Pe lrlindungan Telrhadap Manusia dan Lingkungan  

 PT. Arara Abadi melmbelrikan pelrlindungan kelse llamatan dan kelse lhatan 

ke lrja baik telrhadap manusia maupun lingkungan. 
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4.2.5 Uraian Tugas (Job Description) Bagian/Unit Kerja Tempat Pelaksanaan 

Penelitian  

a. Folre lst Se lcurity belrtugas untuk :  

1) Me lmimpin pellaksanaan tugas Selksi Se lcurity  

2) Me lmbelrikan pelnilaian telrhadap kinelrja Se lcurity Prolvide lr  

3) Me llaksanakan pelngawasan telrhadap kinelrja Selcurity Prolvidelr  

4) Pe lnanggung jawab Selksi Se lcurity Prolte lctio ln  

5) Me lmolnitolr pe llaksanaan pelngamanan Selcurity diwilayah Riau  

6) Me llaksanakan kololrdinasi delngan De lpartelmelnt / Se lksi telrkait  

7) Me llaksanakan olpe lrasiolnal pelngawalan are lal yang colba-colba di olpulasi 

masyarakat 

8) Me llaksanakan mele lting rutin seltiap bulan di Distrik de lngan Se lcurity 

Prolvide lr dan Folrelst Prolte lctioln Distrik  

9) Me lmbantu distrik dalam pelnyellelsaian klaim lahan  

10) Me llaksanakan kololrdinasi delngan Pollse lk / Kolramil dan Kadels  

b. CD / CSR be lrtugas untuk :  

1) Pe lnanggung jawab administrasi keluangan  

2) Me lnge lcelk dan melngajukan tagihan Involicel Se lcurity Prolvidelr kel 

Accolunting  

3) Administrasi surat kelluar / masuk, pelngajuan molbil, pelngurusan pe lrsolnil 

yang dinas, cuti dan pelngajuan klain ASM  
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4) Me lnginput data VRA pe lmakaian molbil dan spe leld bolat Se lcurity Prolvide lr 

wilayah Pelrawang  

5) Me lmbuat lapolran 2 mingguan Folre lst Prolte lctioln  

6) Me lmbuat relkapitulasi lapolran bulanan kasus Se lcurity Prolvide lr wilayah 

zolna A dan zolna B 

7) Me llaksanakan prolgram Colrpolratel Solcial Re lspolnsibility  

8) Me lnjalin hubungan baik delngan stakelhollde lr  

9) Me lmahami telknis CD / CSR yang baik dan be lnar  

c. Colnflict Relsollutioln be lrtugas untuk : 

1) Ke ltelrampilan kolmunikasi dalam melnangani belrbagai tingkat dalam 

pe lrusahaan selrta belrbagai pelmangku kelpe lntingan.  

2) Analisa dan pelmelcahan masalah kelte lrampilan – kelmampuan untuk 

melnsinte lsis masalah dan melnyellelsaikan.  

3) Me lngawasi dan melndukung dalam pe llaksanaan FPIC dan siste lm 

manajelme ln kolnflik.  

4) Me lnge lmbangkan FPIC dan belrtanggung jawab telrhadap kelgiatan relsollusi 

kolnflik, relncana tahunan dan anggaran untuk melnangani kolnflik solcial / 

tanah kolmplelks.  

5) Me lnge lmbangkan kelmitraan yang elfelktif de lngan stakelholldelr telrkait. 

d. BPPM be lrtugas untuk :  

1) Me lmbelrikan pellatihan untuk melmpelrsiapkan Sumbelr Daya Manusia yang 

be lrkualitas. 
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2) Me lmbelrikan bantuan buah dan bibit unggul kelpada masyarakat.  

3) Me lmbelrikan / melnyampaikan matelri-matelri untuk me lnanam sifat untuk 

cinta lingkungan.  

4) Me llakukan pelmbudidayaan belrbagai macam tanaman.  

5) Me lmbantu dan melmbelri pe lngajaran kelpada masyarakat melnge lnai belrbagai 

macam pelmbudidayaan tanaman. 
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BAB VI  

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Be lrdasarkan hasil dan pelmbahasan pada bab se lbellumnya melnge lnai Pelran 

Pe lmelrintah Daelrah Dalam Pelnye llelsaian Kolnflik Agraria (Studi Kasus Kolnflik 

Antara PT. Arara Abadi dan Masyarakat De lsa Koltol Pait Be lringin Kelcamatan 

Talang Muandau Kabupateln Belngkalis), maka dipelrollelh kelsimpulan selbagai 

be lrikut: 

1. Pe lmelrintah daelrah, khususnya Kelcamatan Talang Muandau, tellah belrupaya 

aktif belrpe lran selbagai meldiatolr dan fasilitatolr dalam melnye llelsaikan 

kolnflik. Hal ini telrlihat dari banyaknya pe lrtelmuan meldiasi yang 

dise llelnggarakan dan upaya untuk mellibatkan belrbagai pihak telrkait. 

Me lskipun tellah belrupaya, namun pelran pe lmelrintah daelrah masih melmiliki 

be lbelrapa keltelrbatasan. Kelte lrbatasan anggaran, sumbelr daya manusia, dan 

kapasitas institusi melnjadi kelndala dalam melncapai pelnyelle lsaian yang 

e lfelktif dan belrke llanjutan. Pelme lrintah dae lrah celndelrung le lbih folkus pada 

upaya meldiasi selbagai sollusi utama, tanpa melmpelrtimbangkan olpsi lain 

se lpe lrti arbitrasel atau pelngadilan. 

2. Faktolr penghambat penyelesaian konflik agraria antar PT. Arara Abadi dan 

masyarakat Desa Koto Pait Beringin adalah sebagai berikut: 
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Faktor penghambat mediator berupa perbedaan persepsi antara kedua belah 

pihak, ketidakhadiran pihak-pihak terkait, kurangnya kepercayaan antara 

kedua belah pihak dan kurangnya pemahaman hukum masyarakat 

Sedangkan faktor penghambat fasilitator adalah keterbatasan sumber daya 

seperti anggaran, perbedaan tujuan dan kepentingan, kompleksitas hukum 

dan administrsai, kompleksitas masalah serta kurangnya kapasitas 

fasilitator. 

6.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat pelnulis belrikan dalam pelne llitian ini adalah 

se lbagai belrikut: 

1. Pe lnguatan Kapasitas Institusi 

Me llaksanakan pellatihan selcara belrkala bagi pelgawai pe lmelrintah daelrah, 

telrutama yang telrkait delngan pelnye llelsaian kolnflik agraria, melngelnai 

meldiasi, nelgolsiasi, dan hukum agraria. Me lningkatkan jumlah dan kualitas 

sumbe lr daya manusia yang telrlibat dalam pe lnyelle lsaian kolnflik, telrmasuk 

pe lnyeldiaan telnaga ahli di bidang agraria, hukum, dan solsial.  

2. Pe lningkatan Partisipasi Masyarakat 

 Me lmfasilitasi folrum diskusi yang me llibatkan masyarakat se lcara aktif 

dalam melncari sollusi atas kolnflik. Mellakukan solsialisasi se lcara belrkala 

melnge lnai kelbijakan pelme lrintah telrkait pelnge llollaan tanah dan pelnyelle lsaian 

kolnflik agraria.  
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3. Pe lnguatan Kololrdinasi dan Kollabolrasi 

Me lmbelntuk folrum kololrdinasi yang mellibatkan belrbagai pihak telrkait, 

se lpe lrti pelmelrintah pusat, pelrusahaan, masyarakat, dan lelmbaga swadaya 

masyarakat. Melningkatkan kelrjasama antara instansi pelmelrintah yang 

telrkait, selpe lrti Badan Pelrtanahan Nasiolnal (BPN), Dinas Ke lhutanan, dan 

Ke lpollisian. 

4. Pe lnge lmbangan Melkanismel Pe lnye llelsaian Kolnflik Altelrnatif:  

Me lnge lmbangkan moldell meldiasi yang lelbih telrstruktur dan elfelktif, delngan 

mellibatkan meldiatolr pro lfelsiolnal yang indelpe lnde lnt. Melmpelrke lnalkan 

melkanismel arbitrasel selbagai altelrnatif pe lnyelle lsaian kolnflik yang lelbih 

celpat dan elfisieln.  

5. E lvaluasi dan Molnitolring 

Me llakukan elvaluasi selcara belrkala telrhadap elfelktivitas upaya pelnye llelsaian 

kolnflik. Melmolnitolr pellaksanaan kelse lpakatan yang tellah dicapai dalam 

prolse ls me ldiasi. 
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